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BAB I  

PENDAHULUAN UMUM 

1.1    Latar Belakang  

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global paling mendesak pada 

abad ke-21, dengan dampak yang luas terhadap lingkungan, ekonomi, dan keberlanjutan 

hidup manusia. Peningkatan suhu bumi terutama disebabkan oleh akumulasi gas rumah 

kaca (GRK) di atmosfer akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, 

alih fungsi lahan, dan deforestasi (Smyth et al., 2024; Yu & Xu, 2023). Kondisi ini telah 

mendorong komunitas internasional untuk merumuskan berbagai mekanisme mitigasi 

melalui kerangka kerja internasional, salah satunya United Nations Framework Convention 

on Climate Change (UNFCCC). 

Sejak diadopsi pada tahun 1992, UNFCCC telah menghasilkan dua instrumen 

penting dalam diplomasi iklim global, yaitu Kyoto Protocol (1997) dan Paris Agreement 

(2015). Kyoto Protocol menerapkan pendekatan top-down yang mewajibkan negara maju 

untuk menurunkan emisi, sementara negara berkembang termasuk Indonesia tidak 

memiliki kewajiban reduksi langsung (Andatara, 2023). Mekanisme ini kemudian dinilai 

kurang inklusif sehingga mendorong pembaruan pendekatan melalui Paris Agreement. 

Perjanjian tersebut menggunakan pendekatan bottom-up di mana seluruh negara wajib 

menyampaikan target penurunan emisi melalui Nationally Determined Contributions 

(NDC), dengan tetap berpegang pada prinsip Common but Differentiated Responsibilities 

and Respective Capabilities (CBDR-RC) (Schiettecatte et al., 2025).  

Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam melimpah dan tutupan hutan 

tropis yang luas, Indonesia memegang peran strategis dalam upaya pengurangan emisi 

global. Komitmen Indonesia tercermin dalam dokumen Enhanced NDC dan Long-Term 

Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR), yang menargetkan 

pengurangan emisi hingga 31,89% secara unconditional dan 43,20% secara conditional 

pada tahun 2030, serta pencapaian Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat, 

dengan peta jalan pengembangan ekonomi rendah karbon dan ketahanan iklim (Suroso et 

al., 2022). 

Untuk mencapai target tersebut, Indonesia memperkuat pendekatan kebijakannya 

melalui penerapan Konsep Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang memberikan dimensi 

ekonomi yang lebih konkret terhadap upaya mitigasi emisi. Konsep ini menjadi instrumen 

utama dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan mendorong transformasi ekonomi 

rendah karbon. Regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan NEK tersebut tertuang 

dalam Perpres No 98 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk 

mempercepat Target Kontribusi yang ditetaplkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi 
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Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional yang kemudian pada bulan oktober 2025 

diperbaharui dengan lahirnya Perpres No 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan 

Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. 

Dalam regulasi tersebut mengadopsi instrumen kebijakan berupa mekanisme 

perdagangan karbon (carbon market mechanism). Skema ini memungkinkan pelaku usaha 

untuk melakukan pengurangan emisi secara fleksibel melalui perdagangan carbon credit, 

di mana surplus pengurangan emisi dapat diperdagangkan sebagai aset bernilai ekonomi. 

Mekanisme ini tidak hanya mendorong percepatan pengurangan emisi, tetapi juga 

membuka peluang investasi pada sektor hijau dan membangun fondasi transformasi 

ekonomi yang lebih berkelanjutan (W. B. Miles, 2021; Pertiwi et al., 2021).  

Sebagai tindak lanjut dari penerapan mekanisme perdagangan karbon tersebut, 

Indonesia kemudian memperkuat pendekatan kebijakannya melalui penerapan Konsep 

Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang memberikan dimensi ekonomi yang lebih konkret 

terhadap upaya mitigasi emisi. Konsep ini menjadi instrumen utama dalam menjawab 

tantangan perubahan iklim dan mendorong transformasi ekonomi rendah karbon.  

Dalam Perpres 98 Tahun 2021 Pasal 1 point 2 maupun Perpres 110 Tahun 2025 

Pasal 2 point 3 disebutkan bahwa Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disingkat NEK 

adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan 

manusia dan kegiatan ekonomi. NEK mengkonversi karbon, yang sebelumnya bersifat 

abstrak, menjadi nilai moneter yang dapat dihitung, diperdagangkan, dan dijadikan dasar 

pengambilan keputusan kebijakan pembangunan dan lingkungan (Ariyanti et al., 2024; 

Prihatiningtyas et al., 2023). Dengan demikian, NEK menjembatani integrasi antara 

kepentingan lingkungan dan ekonomi yang dapat dioptimalkan oleh negara, pelaku usaha 

dan masyarakat lokal. Ini menjadi fondasi penting bagi arah pembangunan masa depan 

yang inklusif dan berkelanjutan (Mulyani & Octalica, 2023).  

Dalam konteks penelitian ini, perlu dilakukan klarifikasi tentang regulasi Kebijakan 

NEK. Ketika penelitian ini berjalan, dimana penulis telah melakukan kajian empiris baik di 

lapangan maupun secara literatur, dasar hukum NEK di Indonesia adalah Perpres No 98 

Tahun 2021 tentang  Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target 

Kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca 

Dalam Pembangunan Nasional. Namun Ketika penelitian ini berada pada tahap finalisasi 

penulisan terjadi perubahan dasar hukum NEK pada bulan Oktober 2025  melalui Perpres 

No 110 Tahun  2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen NEK dan Pengendalian Emisi 

Gas Rumah Kaca Nasional. Konsekuensinya kajian empiris kelembagaan yang ditemukan 

masih merujuk pada Perpres No 98 Tahun 2021. Sedangkan Rekomndasi Kebijakan yang 

akhirnya diusulkan menyesuaikan dengan konteks Kebijakan baru yang diatur oleh 

Perpres No 110 Tahun 2025. 
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Sebagai gambaran bahwa dalam Perpres 98/2021 memberi dasar normatif peran 

daerah, namun masih bersifat umum sedangkan Perpres 110/2025 memperkuat aspek 

operasional, koordinatif, dan kesiapan kelembagaan, termasuk kewajiban penyesuaian 

Rencaa Aksi Nasional/Daerah dan penguatan monitoring, reporting, and verification 

(MRV). Berikut adalah perbandingan point-point penting yang relevan dalam konteks 

Kelembagaan NEK antara Perpres No 98 Tahun 2021 dengan Perpres No 110 Tahun 2025 

terutama peran pemerintah daerah : 
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Tabel 1. Perbandingan Pasal per Pasal terkait Peran Pemerintah Daerah dalam Kebijakan NEK 

Aspek Peran Pemda Perpres No. 98 Tahun 2021 Perpres No. 110 Tahun 2025 Makna Perubahan / Analisis 

Posisi Pemerintah  
Daerah 

Pasal 55  
Gubernur melakukan pembinaan dan 
pengawasan pelaksanaan NEK di 
wilayah provinsi. 

Pasal 15:  
Pemerintah daerah ditetapkan sebagai bagian dari 
penyelenggara kebijakan NEK di wilayahnya. 

Terjadi pergeseran dari peran administrative 
koordinatif menuju peran strategis dalam 
tata kelola NEK. 

Peran Gubernur 
Pasal 55 ayat (1)  
Gubernur membina 
danmengoordinasikan kabupaten/kota. 

Pasal 16:  
Gubernur melaksanakan, membina, dan 
mengoordinasikan penyelenggaraan NEK serta 
integrasinya dengan pembangunan daerah. 

Peran gubernur diperluas dari pembinaan 
menjadi integrator kebijakan NEK dengan 
pembangunan daerah. 

Peran Bupati/Wali  
Kota 

Pasal 56 
Bupati/wali kota melaksanakan dan 
melaporkan aksi mitigasi di wilayahnya. 

Pasal 17 
Bupati/wali kota bertanggung jawab atas 
pelaksanaan, pelaporan, dan dukungan 
kelembagaan NEK. 

Tanggung jawab kabupaten/kota diperkuat, 
termasuk aspek kelembagaan dan 
pelaporan sistemik. 

Pelaporan & MRV  
Daerah 

Pasal 58–59  
Pemda wajib melakukan pelaporan 
penurunan emisi sebagai bagian dari 
MRV nasional. 

Pasal 19–21 
Pemda bertanggung jawab atas pelaporan, MRV, 
dan pencatatan dalam sistem registri nasional. 

Sistem MRV diperjelas dan menuntut 
kesiapan teknis serta kelembagaan daerah 
yang lebih kuat. 

Kesiapan  
Kelembagaan 

Tidak diatur secara eksplisit; implisit 
melalui kewajiban pelaporan. 

Pasal 22–23 
Penguatan kapasitas dan dukungan kelembagaan 
untuk penyelenggaraan NEK di daerah. 

Perpres 110/2025 mulai mengakui kesiapan 
kelembagaan sebagai prasyarat 
implementasi NEK. 

Integrasi dengan  
Perencanaan 
Daerah 

Belum diatur secara tegas dalam pasal 
khusus. 

Pasal 27–28 
Kewajiban sinkronisasi kebijakan dan penyesuaian 
RAN/RAD dengan perencanaan daerah. 

Pemda diwajibkan mengintegrasikan NEK 
ke dalam dokumen perencanaan 
pembangunan daerah. 

Pendanaan  
Daerah 

Pasal 60 
Pendanaan NEK dapat bersumber dari 
APBN dan/atau APBD. 

Pasal 24–26 
Pendanaan, pembagian manfaat, dan dukungan 
pembiayaan untuk daerah diperjelas. 

Memberi legitimasi lebih kuat bagi 
penggunaan APBD dan skema pembiayaan 
daerah. 

Koordinasi  
Pusat–Daerah 

Diatur secara umum dalam kerangka 
pembinaan. 

Pasal 10–14 
Penguatan koordinasi lintas level melalui struktur 
dan mekanisme kelembagaan nasional. 

Koordinasi tidak lagi bersifat informal, tetapi 
dilembagakan secara struktural. 

Implikasi bagi  
Daerah 

Pemda sebagai pelaksana kebijakan 
pusat. 

Pemda sebagai aktor strategis tata kelola NEK. 
Menuntut kesiapan kelembagaan daerah 
yang lebih komprehensif. 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa Perpres Nomor 110 Tahun 2025 memperkuat peran 

pemerintah daerah secara signifikan dibandingkan Perpres Nomor 98 Tahun 2021, baik 

dari aspek kewenangan, tanggung jawab, maupun tuntutan kesiapan kelembagaan. 

Perubahan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor strategis dalam tata kelola 

Nilai Ekonomi Karbon, sekaligus menuntut kapasitas institusional yang memadai agar 

implementasi NEK dapat berjalan efektif.  

Namun demikian penelitian ini tetap akan memaparkan kajian NEK dari Perpres 

No 98 Tahun 2021, bahwa Implementasi NEK terdiri atas empat instrumen utama, yaitu: 

perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja (Result-Based Payment-RBP), pajak 

karbon, dan mekanisme pendukung lainnya:  

1. Perdagangan Karbon (Carbon Trading) 

Instrumen ini mencakup skema cap and trade serta mekanisme offset, di mana 

pelaku usaha yang berhasil menurunkan emisi di bawah batas yang ditetapkan 

dapat menjual kelebihan pengurangan emisi tersebut dalam bentuk carbon credit. 

Mekanisme perdagangan karbon ini menjadi pilar utama dalam pembentukan 

pasar karbon domestik yang terintegrasi dengan pasar internasional. Selain itu, 

perdagangan karbon berfungsi sebagai alat distribusi insentif berbasis hasil 

mitigasi, sehingga mendorong pelaku usaha untuk berinovasi dan berkontribusi 

aktif dalam pengurangan emisi (Editiana, 2024; Number, 2024; Steyer, 2025). 

2. Pembayaran Berbasis Kinerja (Result-Based Payment/RBP) 

Skema RBP memberikan insentif langsung kepada pihak-pihak yang berhasil 

mengurangi emisi secara terverifikasi, seperti pemerintah daerah, masyarakat 

adat, atau pelaku proyek REDD+. Pendekatan ini sangat efektif diterapkan dalam 

pengelolaan hutan, lahan gambut, dan ekosistem lainnya, karena memberikan 

penghargaan finansial yang mendorong konservasi dan pengelolaan sumber daya 

alam secara berkelanjutan (Ekawati et al., 2020; W. B. Miles, 2021; Mulyani & 

Octalica, 2023). 

3. Pajak Karbon (Carbon Tax) 

Pajak karbon adalah instrumen fiskal yang mengenakan beban kepada entitas 

yang menghasilkan emisi di atas ambang batas tertentu. Pajak ini bertujuan 

menginternalisasi eksternalitas negatif dari emisi karbon ke dalam biaya ekonomi 

yang nyata, sekaligus mendorong perubahan perilaku pelaku usaha untuk lebih 

efisien dalam penggunaan energi dan berinvestasi pada teknologi bersih. 

Indonesia telah mulai mengimplementasikan kebijakan ini melalui Undang-

Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Cadizza & Rizanizarli, 

2024; Editiana, 2024; Prihatiningtyas et al., 2023). 
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4. Mekanisme Lainnya 

Selain ketiga instrumen utama tersebut, NEK juga mencakup berbagai mekanisme 

pelengkap yang berperan penting dalam mewujudkan tujuan mitigasi dan 

mobilisasi pembiayaan hijau. Mekanisme-mekanisme ini meliputi: (1) Payments for 

Ecosystem Services (PES) dan offset karbon, (2) Voluntary Carbon Markets 

(VCM) dan sertifikasi kredit, (3) Blended Finance serta instrumen pembiayaan 

hijau (green bonds), (4) instrumen fiskal non-pajak dan insentif (subsidi hijau, 

insentif investasi), (5) regulasi command-and-control yang diberi nilai ekonomi 

(misalnya emission performance standards dikaitkan dengan valuasi karbon), (6) 

registri dan sistem MRV terintegrasi, serta (7) kebijakan publik lain seperti 

sustainable public procurement dan energy transition mechanisms. 

Keempat instrumen NEK tersebut saling melengkapi dan membentuk satu 

ekosistem kebijakan yang terintegrasi. Dalam kerangka ini, perdagangan karbon tidak 

berdiri sebagai instrumen tunggal, melainkan bagian dari mekanisme yang lebih luas dan 

saling terkait dengan instrumen fiskal, regulasi, dan insentif berbasis kinerja. Integrasi ini 

memperkuat insentif ekonomi untuk menjaga lingkungan, meningkatkan transparansi tata 

kelola karbon, serta membuka partisipasi yang lebih luas bagi pelaku usaha, masyarakat 

lokal, dan pemerintah daerah. 

Penerapan NEK memiliki implikasi penting bagi daerah, khususnya wilayah 

dengan potensi ekosistem karbon tinggi seperti hutan tropis, lahan gambut, mangrove, dan 

lanskap pesisir. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 

2023), luas kawasan hutan Indonesia mencapai sekitar 96 juta hektare atau 51,2% dari 

total luas daratan, dengan potensi penyerapan karbon mencapai 25,18 miliar ton CO₂. 

Selain itu, hutan mangrove seluas 3,31 juta hektare juga menyimpan potensi karbon biru 

dengan kapasitas penyerapan mencapai 33 miliar ton CO₂ atau sekitar 950 ton/ha (Peta 

Mangrove Nasional, 2021). Ekosistem gambut yang mencakup sekitar 7,5 juta hektare 

turut menyumbang kapasitas penyimpanan karbon sebesar 55 miliar ton CO₂  (Hafli et al., 

2025). 

Pemerintah Indonesia juga mengembangkan Sistem Registri Nasional (SRN) dan 

Bursa Karbon sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola karbon yang transparan, 

akuntabel, dan terintegrasi. Sinergi antara kerangka kebijakan nasional dan penerapan 

NEK di tingkat daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan mitigasi 

emisi serta mendorong investasi hijau melalui mekanisme berbasis insentif (carbon 

pricing). Sejalan dengan hal tersebut, berbagai penelitian menunjukkan bahwa dengan 

dukungan regulasi dan tata kelola yang memadai, hasil penurunan emisi dapat 

dimonetisasi melalui pembiayaan iklim domestik maupun internasional (Budiman et al., 
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2021; Liswanti, 2024). Dengan perkembangan tersebut, menjadi relevan untuk mengkaji 

sejauh mana otonomi daerah siap berperan dalam mengelola NEK secara mandiri. 

Implementasi NEK melalui instrumen seperti carbon pricing, baik dalam bentuk 

perdagangan karbon maupun pajak karbon, membuka pendekatan baru untuk 

pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Mekanisme ini tidak hanya 

mendukung pencapaian penurunan emisi GRK secara terukur, tetapi juga menyediakan 

peluang insentif ekonomi bagi pemerintah daerah melalui kompensasi jasa lingkungan. 

Wilayah dengan potensi ekosistem karbon tinggi seperti hutan, lahan gambut, dan 

mangrove memiliki peluang untuk menarik pendapatan berkelanjutan berbasis hasil 

(result-based payment). Selain itu, NEK juga berpotensi memperkuat kemandirian fiskal 

daerah melalui akses terhadap insentif fiskal hijau atau dana transfer berbasis kinerja, 

sehingga meningkatkan ruang fiskal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 

(Mentari et al., 2024; Prihatiningtyas et al., 2023; Septyanun et al., 2023). 

Skema karbon menunjukkan bahwa mekanisme berbasis hasil (result-based 

mechanism) dan perdagangan karbon memberikan dampak nyata dalam mendukung 

pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah yang memiliki potensi cadangan 

karbon tinggi. Salah satu contoh implementasi awal terdapat di Provinsi Kalimantan Timur 

melalui program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) 

subnasional dalam kerangka Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)–Carbon Fund. 

Program ini difasilitasi oleh Bank Dunia dan menghasilkan kesepakatan pembayaran 

berbasis hasil sebesar 22 juta ton CO₂eq dari penurunan emisi deforestasi dan degradasi 

hutan (Liswanti, 2024; Puspitaloka et al., 2021; World Bank, 2019). Penelitian dari 

Desmiwati et al., (2025) menerangkan bahwa Provinsi Jambi menjadi contoh pelaksanaan 

perdagangan karbon berbasis masyarakat melalui program BioCarbon Fund Initiative for 

Sustainable Forest Landscapes (ISFL). Program ini berfokus pada perencanaan tata guna 

lahan rendah emisi, restorasi lahan gambut, serta penguatan sistem pengukuran, 

pelaporan, dan verifikasi (MRV) berbasis daerah Sedangkan, Provinsi Sumatra Selatan 

menjadi lokasi proyek Carbon Offset berbasis restorasi ekosistem gambut oleh sektor 

swasta (Katingan-Mentaya Project). Pemerintah daerah mendukung melalui koordinasi 

dengan KLHK serta integasi isu karbon dalam dokumen perencanaan daerah (Budiman et 

al., 2021).  

Perkembangan ini menunjukkan bahwa implementasi NEK di tingkat subnasional 

telah dimulai dan membuka peluang bagi provinsi lain untuk terlibat dalam perdagangan 

karbon atau skema berbasis pembayaran hasil. . Bappenas (2023) mengidentifikasi bahwa 

Indonesia memiliki potensi ekosistem karbon yang besar, termasuk lebih dari 3,3 juta 

hektare mangrove dan lebih dari 14 juta hektare lahan gambut (KLHK, 2022), yang dapat 

menjadi basis pengembangan skema NEK, baik melalui pasar karbon domestik maupun 
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internasional. Penelitian Posma (2024) dan Prihatiningtyas et al. (2023) menunjukkan 

bahwa insentif ekonomi dari skema NEK mampu mendorong perubahan perilaku tata 

kelola lahan dan memperkuat hak masyarakat lokal, terutama melalui skema pembayaran 

berbasis hasil. Selain itu, keberadaan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) juga 

memperkuat infrastruktur pasar domestik untuk menjamin keabsahan transaksi serta 

meningkatkan partisipasi sektor swasta maupun pemerintah daerah (Ariyanti et al., 2024; 

Valentika et al., 2024). 

Dengan semakin berkembangnya infrastruktur kelembagaan dan pasar karbon 

nasional, peluang implementasi NEK semakin terbuka bagi provinsi lain dengan potensi 

ekosistem karbon tinggi, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi ini memiliki 

cadangan karbon dalam berbagai ekosistem seperti hutan tropis, mangrove, lahan 

pertanian, dan wilayah pesisir. Jika dikelola secara terencana dan terintegrasi dalam 

kerangka NEK, potensi tersebut dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus 

mendorong agenda pembangunan rendah karbon di tingkat daerah. 

Berdasarkan data KLHK (2023), Sulawesi Selatan memiliki kawasan hutan seluas 

sekitar 1,8 juta hektare, yang mencakup hutan lindung, hutan produksi, dan kawasan 

konservasi. Ekosistem ini merupakan penyimpan karbon darat yang signifikan dan relevan 

dalam upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Selain itu, beberapa 

wilayah seperti Luwu Utara, Tana Toraja, dan Luwu Timur memiliki peluang 

pengembangan program REDD+ berbasis masyarakat seiring dengan masih tingginya 

tutupan hutan. 

Selain hutan darat, Sulawesi Selatan juga memiliki potensi penyimpanan karbon biru 

(blue carbon) melalui ekosistem mangrove. Data BPS dan KLHK (2022) menunjukkan 

bahwa luas mangrove di provinsi ini mencapai sekitar 24.000 hektare, dengan konsentrasi 

besar di Kabupaten Pangkep, Takalar, Barru, Sinjai, dan Luwu Timur. Ekosistem ini tidak 

hanya berfungsi sebagai penyerap karbon tetapi juga memiliki nilai ekosistem penting bagi 

restorasi pesisir dan ketahanan iklim (Malik et al., 2022, 2023a; Malik & Rahim, 2023). 

Selain kehutanan dan pesisir, sektor pertanian dan perkebunan juga menjadi kontributor 

potensi karbon. Kabupaten Soppeng, Bone, dan Wajo merupakan sentra pertanian yang 

berpotensi mengembangkan praktik pertanian rendah emisi (climate-smart agriculture) dan 

menghasilkan unit pengurangan emisi yang dapat diregistrasikan melalui SRN 

(Paembonan et al., 2019). 

Sejalan dengan potensi tersebut, sejumlah kajian seperti Ansari et al. (2024) dan 

Malik et al. (2023) menegaskan bahwa Sulawesi Selatan memiliki peluang pengembangan 

mekanisme karbon melalui skema REDD+, nature-based solutions, dan pasar karbon 

domestik yang terus berkembang. Namun demikian, data yang tersedia belum 

sepenuhnya mencerminkan kondisi riil tutupan hutan dan ekosistem lainnya, karena 
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beberapa kategori seperti hutan lindung, kawasan konservasi, dan suaka alam belum 

teridentifikasi secara komprehensif. Oleh karena itu, pemutakhiran data yang lebih 

sistematis diperlukan untuk menghasilkan basis informasi yang akurat bagi perancangan 

kebijakan karbon di tingkat daerah. 

Meskipun memiliki potensi sumber daya yang signifikan, pemanfaatan NEK di 

Provinsi Sulawesi Selatan belum terintegrasi secara optimal dalam dokumen perencanaan 

jangka menengah maupun jangka panjang daerah. Kondisi ini mencerminkan adanya 

kesenjangan antara potensi ekologis dan kesiapan kelembagaan dalam mengelola 

peluang ekonomi berbasis karbon. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi 

keterbatasan kapasitas teknis pemerintah daerah, belum tersedianya kelembagaan 

verifikasi lokal, rendahnya literasi karbon di masyarakat, serta terbatasnya akses terhadap 

pasar karbon yang kredibel. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah 

dalam pengelolaan proyek karbon masih berjalan secara sektoral dan belum terintegrasi 

dalam satu sistem tata kelola yang menyeluruh. 

Perkembangan ini menunjukkan bahwa implementasi NEK di tingkat subnasional 

telah dimulai dan memberikan dampak positif, baik secara ekonomi maupun lingkungan. 

Namun, perkembangan tersebut juga menegaskan bahwa belum semua daerah mampu 

memanfaatkan peluang pasar karbon secara optimal. Bappenas (2023) mencatat bahwa 

Indonesia memiliki potensi ekosistem karbon yang besar, termasuk lebih dari 3,3 juta 

hektare mangrove dan lebih dari 14 juta hektare lahan gambut (KLHK, 2022), yang dapat 

menjadi basis pengembangan skema NEK baik melalui pasar karbon domestik maupun 

internasional. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih memerlukan 

dukungan kelembagaan, regulasi, dan sistem tata kelola yang lebih adaptif di tingkat 

subnasional. 

Secara subnasional, potensi karbon di Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh 

ekosistem pesisir, khususnya mangrove yang menyimpan karbon dalam jumlah signifikan 

baik pada biomassa vegetasi maupun sedimen tanah. Selain itu, hutan tropis daratan dan 

sistem agroforestri juga memberikan kontribusi terhadap stok karbon regional, meskipun 

ketersediaan data kuantitatif yang terverifikasi masih terbatas.  

Kondisi ini menunjukkan adanya peluang besar bagi optimalisasi Nilai Ekonomi 

Karbon (NEK) di tingkat daerah khususnya Sulawesi Selatan, sekaligus menegaskan 

pentingnya penguatan sistem inventarisasi dan kesiapan kelembagaan dalam mendukung 

perencanaan dan alokasi karbon daerah.  

Berikut data sekunder berbasis dokumen yang dikompilasi dari berbagai sumber ilmiah 

termasuk jurnal akademik dan laporan Kementerian serta dokumen, tentang jenis 

ekosistem dan potensi Karbon di Sulawesi Selatan yang kami kutip: 
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Tabel 2. Jenis Ekosistem dan Potensi Karbon di Provinsi Sulawesi Selatan 

No Jenis Ekosistem 
Jenis Potensi 

Karbon 
Komponen 

Karbon 

Estimasi 
Potensi 
Karbon 

Satuan Lokasi/Studi Sumber Data Keterangan 

1 
Mangrove (Blue 
Carbon) 

Biomassa vegetasi 
Above- & 
below-ground 
biomass 

±107,6 ton C/ha Sinjai Utara 

Jurnal Hutan 
Tropis (UPR), 
studi lapangan 
Sinjai 

Data empiris hasil 
pengukuran 
lapangan 

2 
Mangrove (Blue 
Carbon) 

Serapan karbon 
total 

Biomassa + 
akar + sedimen 

±394,8 ton/ha Sinjai 
Jurnal penelitian 
mangrove Sinjai 

Menggambarkan 
kapasitas 
penyerapan 
karbon 

3 
Mangrove (Blue 
Carbon) 

Karbon organik 
tanah (SOC) 

Tanah/sedime
n (0–50 cm) 

±413,1 ± 
12,37 

Mg C/ha 
Kabupaten 
Sinjai 

Repository UNM 
(eprints.unm.ac.i
d) 

Komponen karbon 
terbesar ekosistem 
mangrove 

4 
Mangrove (Blue 
Carbon) 

Stok karbon 
vegetasi (jarang) 

Biomassa 
vegetasi 

3,56 – 
21,16 

ton C/ha Mamminasata 

JISS – Jurnal 
Ilmiah 
Sustainable 
Studies 

Dipengaruhi 
kerapatan vegetasi 

5 
Mangrove (Blue 
Carbon) 

Stok karbon 
vegetasi (sedang) 

Biomassa 
vegetasi 

21,17 – 
31,49 

ton C/ha Mamminasata 

JISS – Jurnal 
Ilmiah 
Sustainable 
Studies 

Kerapatan sedang 

6 
Mangrove (Blue 
Carbon) 

Stok karbon 
vegetasi (padat) 

Biomassa 
vegetasi 

31,50 – 
39,18 

ton C/ha Mamminasata 

JISS – Jurnal 
Ilmiah 
Sustainable 
Studies 

Kerapatan tinggi 
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No Jenis Ekosistem 
Jenis Potensi 

Karbon 
Komponen 

Karbon 

Estimasi 
Potensi 
Karbon 

Satuan Lokasi/Studi Sumber Data Keterangan 

7 Mangrove Luas ekosistem 
Areal 
mangrove 

±12.278 hektare Prov. Sulsel 
Peta Mangrove 
Nasional (KLHK), 
laporan media 

Data luasan 
Kawasan 

8 
Hutan tropis 
daratan 

Stok karbon 
biomassa 

Biomassa 
pohon & 
serasah 

±150 – 
300* 

ton C/ha 
Sulsel 
(estimasi) 

IPCC Guidelines; 
FAO FRA 

*Estimasi umum 
hutan hujan tropis 

9 
Hutan tropis 
daratan 

Karbon tanah 
Soil Organic 
Carbon 

±100 – 
200* 

ton C/ha 
Sulsel 
(estimasi) 

IPCC; literatur 
karbon tanah 
tropis 

*Belum inventaris 
provinsi 

10 
Lahan pertanian & 
agroforestri 

Karbon vegetasi & 
tanah 

Biomassa 
tanaman & SOC 

±30 – 80* ton C/ha 
Wilayah 
pertanian 
Sulsel 

Literatur 
agroforestri & 
karbon tanah 

Potensi meningkat 
melalui praktik 
agroforestry 

11 
Lahan gambut 
(terbatas) 

Karbon tanah 
Soil Organic 
Carbon 

>500* ton C/ha 
Sulampua 
(regional) 

Studi gambut 
Asia Tenggara; 
IPCC 

Sulsel bukan 
wilayah gambut 
dominan 

12 
Pesisir & laut 
dangkal 

Blue carbon non-
mangrove 

Lamun & 
sedimen 

±50 – 
200* 

ton C/ha Pesisir Sulsel 
Literatur blue 
carbon global 

Data lokal masih 
terbatas 
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Dari data jenis ekosistem dan potensi karbon tersebut di atas, kami 

mencoba menelusuri literatur lain yang menggambarkan potensi tersebut. Sebuah 

gambar yang menyebut bahwa ekosistem dan potensi tersebut bagaikan sebuah 

harta karun ekosistem sangat relevan dengan tujuan penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Harta Karun Karbon Sulawei Selatan membedah Potensi  
                  Ekosistem Kunci. (Sumber Literatur blue carbon global) 
 

Meskipun provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi sumber daya alam 

yang signifikan, pemanfaatan skema NEK belum terintegrasi secara optimal dalam 

perencanaan pembangunan daerah, baik jangka menengah maupun jangka 

panjang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas ekologi 

dan kesiapan kelembagaan dalam mengelola peluang ekonomi berbasis karbon. 

Tantangan utama mencakup keterbatasan kapasitas teknis pemerintah daerah, 

belum tersedianya lembaga verifikasi lokal, rendahnya literasi karbon di tingkat 

masyarakat, serta terbatasnya akses terhadap pasar karbon yang kredibel. Selain 

itu, koordinasi lintas pemerintahan, baik horizontal maupun vertikal, masih bersifat 

parsial dan belum berada dalam kerangka tata kelola terpadu yang mendukung 

implementasi NEK secara efektif. 
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1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi kesenjangan implementasi 

NEK di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, maka pertanyaan 

penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana potensi skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dapat diintegrasikan 

secara optimal untuk menyeimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan 

sosial? 

2. Bagaimana peran otonomi daerah dalam mendukung implementasi skema 

Nilai Ekonomi Karbon (NEK)? 

3. Bagaimana tingkat kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam 

mengintegrasikan kebijakan nasional dan daerah terkait skema NEK melalui 

peran fundamental pemerintah daerah dalam mendukung implementasi 

perdagangan karbon? 

1.3    Tujuan Penelitian 

Merujuk rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis potensi integrasi skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK) 

dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dengan 

menyeimbangkan dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial secara 

holistik.  

2. Menggali dan menganalisis peran otonomi daerah dalam mendukung 

dan mengadaptasi kebijakan skema NEK, khususnya dalam konteks 

penguatan kapasitas kelembagaan, kewenangan, dan perencanaan 

pembangunan daerah berbasis skema karbon. 

3. Menganalisis tingkat kesiapan pemerintah daerah, khususnya 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam mengintegrasikan 

kebijakan nasional terkait NEK ke dalam dokumen perencanaan jangka 

menengah dan panjang, serta mengembangkan roadmap kebijakan 

pemerintah daerah dalam penguatan tata kelola, koordinasi lintas 

sektor, dan pelaksanaan kebijakan karbon di tingkat daerah. 
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1.4    Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam memperkuat pemahaman, 

implementasi, serta tata kelola skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di tingkat 

daerah, khususnya dalam konteks otonomi daerah dan pembangunan rendah 

karbon: 

1.4.1  Manfaat Secara Umum 

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap upaya pembangunan rendah 

karbon di Indonesia melalui integrasi skema NEK dalam kebijakan daerah. Selain 

mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC), hasil 

penelitian ini memperkuat arah pembangunan berkelanjutan yang seimbang 

antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. 

1.4.2  Manfaat Secara Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian 

kebijakan lingkungan, tata kelola iklim, dan desentralisasi pemerintahan. 

Penelitian ini juga memperkaya literatur terkait peran multi-aktor, kesiapan 

institusional (institutional readiness), serta dinamika implementasi kebijakan 

karbon lintas skala pemerintahan. 

1.4.3  Manfaat Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran konkret mengenai: 

1. Kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengintegrasikan 

kebijakan nasional terkait NEK ke dalam dokumen perencanaan daerah. 

2. Tantangan teknis dan kelembagaan dalam implementasi mekanisme 

karbon, termasuk perdagangan karbon, pembayaran berbasis hasil, dan 

pajak karbon. 

3. Rekomendasi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas 

kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta literasi karbon di masyarakat.. 

1.4.4  Manfaat Bagi Sektor Swasta dan Investor 

Penelitian ini menyediakan informasi yang relevan bagi sektor swasta dan investor 

mengenai peluang pengembangan bisnis berbasis karbon serta kerangka regulasi 

yang berlaku di tingkat daerah. Hasil penelitian ini juga membantu pelaku usaha 

dalam memahami mekanisme insentif dan regulasi perdagangan karbon untuk 

meningkatkan daya saing usaha. 
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1.4.5  Manfaat Bagi Masyarakat dan Pemangku Kebijakan 

1. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman 

tentang potensi manfaat ekonomi dan sosial dari pelaksanaan skema 

NEK, serta mendorong partisipasi aktif dalam program berbasis insentif 

lingkungan seperti REDD+, carbon offset, dan jasa lingkungan.  

2. Bagi pemangku kebijakan, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam 

merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual, terutama 

dalam memperkuat sinergi pusat-daerah, menyusun regulasi turunan di 

tingkat daerah, serta membangun sistem insentif yang adil dan 

berkelanjutan bagi masyarakat lokal. 

 

1.5    Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini mengkaji peran pemerintah daerah dalam skema nilai ekonomi 

karbon dengan fokus pada Provinsi Sulawesi Selatan sebagai studi kasus. Ruang 

lingkup penelitian ini mencakup beberapa aspek utama yang dibatasi secara 

tematik, geografis, dan metodologis sebagai berikut: 

1.5.1  Ruang Lingkup Tematik 

Penelitian ini berfokus pada skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam konteks 

tata kelola pemerintahan daerah, khususnya terkait implementasi kebijakan 

lingkungan, perdagangan karbon, serta mekanisme berbasis hasil (result-based 

mechanism). Analisis diarahkan pada aspek kelembagaan, regulasi, tata kelola, 

serta peran aktor pemerintah daerah dalam mendukung penerapan NEK sebagai 

instrumen ekonomi lingkungan. 

1.5.2  Ruang Lingkup Geografis 

Secara geografis, penelitian ini berfokus pada wilayah administrasi Provinsi 

Sulawesi Selatan. Fokus ini dipilih karena provinsi tersebut memiliki potensi 

ekosistem karbon yang signifikan namun belum sepenuhnya mengintegrasikan 

skema NEK ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. 

1.5.3  Ruang Lingkup Metodologis 

Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

analisis deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur, telaah dokumen kebijakan, 

dan triangulasi data sekunder dari lembaga pemerintah, publikasi akademik, serta 

laporan lembaga internasional. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh 
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pemahaman mendalam mengenai kesiapan kelembagaan daerah dalam 

implementasi skema NEK. 

 

1.6    Kerangka Konseptual Penelitian 

Kerangka konseptual penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan 

antar konsep utama yang menjadi dasar analisis dalam implementasi Nilai 

Ekonomi Karbon (NEK) pada konteks otonomi daerah. Kerangka ini berfungsi 

sebagai panduan dalam menelaah bagaimana kebijakan, tata kelola, dan 

kesiapan kelembagaan mempengaruhi penerapan skema NEK di tingkat 

subnasional. 

Konsep Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Konsep NEK merujuk pada 

pendekatan ekonomi lingkungan yang memberikan nilai moneter terhadap emisi 

gas rumah kaca, penyerapan karbon, dan jasa lingkungan lainnya (KLHK, 2022; 

Bappenas, 2023). Dalam konteks penelitian ini, NEK mencakup instrumen seperti 

perdagangan karbon, pembayaran berbasis hasil (result-based payment), pajak 

karbon, dan mekanisme offset sebagai bagian dari instrumen yang mendukung 

transisi menuju ekonomi rendah karbon. 

Tata Kelola Multi-level dalam Implementasi Kebijakan Karbon 

Implementasi NEK tidak hanya ditentukan oleh kebijakan nasional, tetapi juga oleh 

tata kelola multi-level yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan pemangku 

kepentingan lainnya (Ostrom, 2010; Biermann & Gupta, 2021). Dengan adanya 

otonomi daerah, pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam merancang 

strategi implementasi kebijakan yang selaras dengan arah pembangunan daerah, 

termasuk integrasi NEK dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RTRW. 

Kesiapan Kelembagaan (Institutional Readiness) menjadi elemen penting 

dalam keberhasilan adopsi NEK di tingkat daerah. Kerangka institutional readiness 

mencakup dimensi kapasitas teknis, regulasi, koordinasi lintas sektor, akses 

informasi, dan dukungan pembiayaan (Ansari et al., 2024; Malik et al., 2023). 

Dalam penelitian ini, kesiapan kelembagaan dianalisis untuk memahami sejauh 

mana Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengadopsi instrumen NEK 

secara efektif. 

Secara keseluruhan, ketiga konsep tersebut membentuk kerangka analitis 

penelitian yang menghubungkan instrumen NEK sebagai objek kebijakan, tata 

kelola multi-level sebagai konteks pelaksanaan, dan kesiapan kelembagaan 
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sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi. Hubungan antar konsep ini 

menjadi dasar dalam menganalisis potensi, tantangan, dan arah penguatan 

kebijakan NEK di Provinsi Sulawesi Selatan. 
 

Berikut diagram kerangka konseptualnya : 

 

 

Gambar 2. Diagram Kerangka Konseptual 

 

1.7    Kebaruan Penelitian (Novelty) 

Penelitian ini memiliki kebaruan yang terletak pada integrasi konsep Nilai 

Ekonomi Karbon (NEK) dengan perspektif tata kelola multi-level dan kesiapan 

kelembagaan di tingkat daerah. Penelitian akademik yang secara eksplisit 

mengkaji hubungan antara NEK dan kesiapan kelembagaan daerah belum 

banyak, namun beberapa penelitian yang sejalan dengan penelitian ini antara lain 

Hendarti Tri Setyo Mulyani & Caecilia Octalica Menganalisis hubungan antara 

keberadaan sustainability report dan kesiapan lembaga pemerintah dalam 

mengimplementasikan Perpres 98/2021 dengan Indikator Kesiapan Kelembagaan 

meliputi ketersediaan regulasi turunan di tingkat daerah, kapasitas sumber daya 

manusia, sistem pelaporan emisi dan koordinasi lintas sektor (Jurnal Media 

Akuntansi (Mediasi), Vol. 6 No. 1 Th 2023).  
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Sementara Naila Ammara, Liona Indah Trihandini, Donal Syafriadi dalam 

Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Vol. 5 No. 3 Th 2024 menelaah 

kesiapan Indonesia, termasuk peran daerah dalam perdagangan emisi karbon 

yang menyoroti potensi daerah seperti Sumatera Barat dalam memanfaatkan 

hutan mangrove sebagai aset karbon dengan temuan kuncinya bahwa pemerintah 

daerah masih menghadapi tantangan dalam aspek regulasi, pendanaan, dan 

kapasitas teknis serta sinergi antara pusat dan daerah untuk mendukung pasar 

karbon. 

Disamping hasil penelitian akademik tersebut, berbagai forum, lokakarya, 

dan kebijakan pemerintah juga menunjukkan bahwa isu ini mulai mendapat 

perhatian serius.  Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri 

pada Agustus 2023 menyelenggarakan forum pemahaman bersama terkait 

pelaksanaan NEK di daerah yang fokusnya membangun pemahaman dan 

kesiapan Kelembagaan. (sumber  “Kemendagri Berkomitmen Kawal Pelaksanaan 

Nilai Ekonomi Karbon di Daerah” Berita Bangda Kemendagri.go.id taggal 11 Agust  

2023.  

Institute for Essential Services Reform (IESR) bekerja sama dengan 

Pemprov Jawa Tengah mengadakan lokakarya tentang NEK sebagai strategi 

pengurangan emisi dan Pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini menyoroti 

pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung implementasi NEK 

melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan kebijakan daerah. (sumber berita 

IESR tgl 12 Nov 2024, Mendorong Nilai Ekonomi Karbon sebagai Masa Depan 

Instrumen Keberlanjutan. . 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkuat 

sistem pengamanan tata kelola NEK sebagai bagian dari pengendalian emisi gas 

rumah kaca. Kegiatan ini mencakup kolaborasi lintas sektor dan penguatan 

kelembagaan untuk mendukung mekanisme perdagangan karbon dan pungutan 

karbon (sumber :siaran pers BPLH Kementerian LHK Nomor: 

SR.66/HUMAS/KLH-BPLH/4/2025 tgl 24 April 2025 tentang Memperkuat Sostem 

Pengamanan Tata Kelola NEK, juga Kedaulatan Negara.  

Dari penelitian akademik yang telah disebutkan sebelumnya serta hasil 

kajian dari berbagai forum Kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa upaya 

untuk mendorong lahirnya NEK ditingkat daerah telah menjadi diskursus di 

Indonesia. Namun demikian upaya tersebut belum dapat mengimplementasikan 

https://iesr.or.id/mendorong-nilai-ekonomi-karbon-sebagai-masa-depan-instrumen-keberlanjutan/
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adopsi atau adaptasi kebijakan daerah secara merata karena belum ada secara 

spesifik mengkaji implementasi NEK dalam konteks otonomi daerah, khususnya 

pada wilayah yang memiliki potensi ekosistem penyerapan karbon signifikan. 

Untuk itu, poin kebaruan penelitian ini (novelty) secara mendalam 

menjawab tantangan implementasi NEK di tingkat daerah dengan cara yang belum 

pernah dilakukan sebelumnya. Berikut point dan uraian novelty penelitian ini : 

 

Novelty 1  

Kerangka Integratif Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon di Tingkat Daerah 

 

Kebaruaannya terletak pada pengembangan kerangka analisis integratif yang 

menghubungkan kebijakan nasional Nilai Ekonomi Karbon, tata kelola multi-level 

pusat–daerah, serta kesiapan kelembagaan lokal dalam satu kesatuan analisis. 

Pendekatan ini memberikan pemahaman utuh mengenai bagaimana mandat 

nasional dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan aksi nyata di tingkat daerah 

melalui peran dan kolaborasi antar lembaga. 
 

Implikasinya bagi Sulawesi Selatan pemerintah daerah perlu membangun 

kerangka tata kelola NEK yang terintegrasi dengan sistem perencanaan 

pembangunan daerah, memperjelas pembagian peran antar OPD, serta 

memastikan kebijakan karbon tidak berdiri sendiri, melainkan melekat pada 

agenda pembangunan daerah. 

 

Novelty 2  

Bukti Empiris Kesenjangan Kelembagaan di Sulawesi Selatan 

Kebaruannya adalah penyajian bukti empiris yang kontekstual mengenai 

kesenjangan antara besarnya potensi karbon Sulawesi Selatan dan rendahnya 

kesiapan kelembagaan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan NEK. 

Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kekosongan regulasi, tetapi juga 

mengungkap lemahnya koordinasi lintas sektor dan keterbatasan kapasitas 

implementasi sebagai hambatan utama integrasi NEK ke dalam pembangunan 

daerah. 
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Implikasinya bagi Sulawesi Selatan, diperlukan langkah sistematis untuk 

memperkuat koordinasi lintas OPD, menyelaraskan kebijakan karbon dengan 

dokumen perencanaan daerah, serta membangun mekanisme kelembagaan yang 

mampu menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan dan realitas daerah. 

 

Novelty 3 

Rekomendasi Implementatif Berbasis Kesiapan Kelembagaan Daerah 

 

Kebaruannya terletak pada perumusan rekomendasi kebijakan yang realistis 

dan aplikatif karena disusun berdasarkan tingkat kesiapan kelembagaan daerah 

yang ada saat ini. Rekomendasi ini bersifat adaptif, selaras dengan agenda 

nasional NEK, namun tetap mempertimbangkan kapasitas, struktur birokrasi, 

dan konteks lokal Sulawesi Selatan, sehingga menghasilkan sebuah cetak biru 

implementasi kebijakan karbon di tingkat daerah. 
 

Implikasinya bagi Sulawesi Selatan, pemerintah daerah perlu menempuh 

pendekatan bertahap melalui penyusunan regulasi daerah, pembentukan atau 

penunjukan lembaga pengelola karbon daerah, serta penguatan kapasitas 

aparatur dan sistem pengelolaan karbon agar kebijakan NEK dapat 

diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. 

 

Secara keseluruhan, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan kritis 

dalam konteks otonomi daerah yang selama ini belum terjawab oleh diskusi 

kebijakan maupun penelitian terdahulu. Jika dianalogikan, maka penelitian ini 

berfungsi seperti sebuah peta navigasi terintegrasi bagi sebuah kapal besar 

(daerah). Selama ini, kapal tersebut memiliki instruksi umum dari pusat (kebijakan 

nasional) dan mesin yang kuat (potensi karbon), namun tidak memiliki peta detil 

yang menghubungkan keduanya dengan kondisi arus dan karang di wilayah 

tersebut (realitas daerah). Peta navigasi ini memungkinkan kapal untuk berlayar 

secara presisi menuju tujuan tanpa tersesat oleh hambatan birokrasi atau 

keterbatasan teknis. 
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BAB II  

EKSPLORASI POTENSI SKEMA KARBON DALAM MENDORONG 

KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN, INKLUSI EKONOMI, DAN 

TRANSFORMASI SOSIAL 

 

Di tengah ancaman krisis iklim yang semakin nyata dan meluas, dunia 

dihadapkan pada tantangan multidimensional dalam menjaga keberlanjutan 

ekosistem, stabilitas ekonomi, serta kesejahteraan sosial masyarakat global. 

Percepatan perubahan iklim yang dipicu oleh industrialisasi masif, deforestasi, dan 

eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan telah menyebabkan peningkatan 

suhu bumi, kejadian cuaca ekstrem, serta menurunnya keanekaragaman hayati 

secara signifikan. Kondisi ini menuntut respons kebijakan yang tidak hanya bersifat 

adaptif, tetapi juga transformatif dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).  

Salah satu  respon strategis yang berkembang dalam mitigasi perubahan 

iklim adalah penerapan skema karbon, yaitu seperangkat instrumen kebijakan 

yang menginternalisasi biaya lingkungan atas emisi GRK ke dalam sistem 

ekonomi dan tata kelola pembangunan. Skema karbon mencakup mekanisme 

berbasis pasar seperti perdagangan karbon (emissions trading system/ETS), serta 

mekanisme non-pasar seperti pajak karbon (carbon tax), pembayaran berbasis 

hasil (result-based payment/RBP), dan inisiatif berbasis lahan seperti REDD+ 

(Firdausy et al., 2025). Tujuan skema karbon adalah menciptakan insentif finansial 

untuk mengurangi emisi serta mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dan 

pembangunan rendah karbon. 

Dalam praktek, beberapa negara telah mengadopsi skema karbon sebagai 

instrumen utama dalam kebijakan iklim nasional mereka. Uni Eropa melalui EU 

Emission Trading System (EU-ETS), Tiongkok dengan China National ETS, serta 

Korea Selatan melalui Korea ETS, telah menunjukan keberhasilan dalam 

menurunkan emisi melalui skema karbon yang ditopang oleh regulasi yang kuat, 

transparansi data, serta integrasi lintas sektor antara pemerintah dan dunia usaha. 

Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada pengurangan emisi, tetapi juga 

mendorong inovasi teknologi rendah karbon, penyerapan tenaga kerja di sektor 

hijau, dan peningkatan investasi pada sektor energi terbarukan  (Guo et al., 2020; 

Nasir, 2024; Sadayuki & Arimura, 2021; Tsai, 2020; Yu & Xu, 2023). Selain itu, 

Swedia, Kanada, dan Jepang telah menerapkan kombinasi pajak karbon dan 



11 
 

subsidi hijau untuk mempercepat transisi menuju energi bersih. Skema ini berhasil 

menciptakan keseimbangan antara disinsentif terhadap emisi dan insentif untuk 

inovasi, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan 

(Iwase & Ishida, 2024; Pretis, 2022; Runst & Thonipara, 2020). 

Praktek-praktek yang dilaksanakan oleh beberapa negara di atas memiliki 

dampak signifikan. Newell et al., (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan 

implementasi skema karbon sangat dipengaruhi oleh desain kebijakan yang 

responsif terhadap konteks lokal, sistem akuntabilitas yang transparan, serta 

partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan 

kebijakan. Klain Newell didasari oleh data empiris dalam penelitiannya. Namun 

Newell menggaris bawahi pentingnya beberapa syarat seperti responsifitas 

kebijakan dan penyesuaian dengan konteks untuk keberhasilam implementasi 

skema tersebut. 

Untuk negara-negara berkembang, skema karbon sudah mulai 

dikembangkan juga. Pendekatan yang banyak diimplementasikan adalah berbasis 

alam, terutama melalui sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Inisiatif seperti 

REDD+ dan proyek karbon sukarela yang didukung oleh lembaga internasional 

maupun swasta telah dimanfaatkan untuk memperoleh pendanaan iklim sekaligus 

melindungi kawasan bernilai konservasi tinggi. Implementasi di negara 

berkembang ternyata sejalan dengan syarat yang diidentifikasi oleh Newell. Dalam 

penelitian empiris, terlihat bahwa syarat-syarat efektivitas skema karbon 

dibutuhkan merata di berbagai negara. Keterlibatan pemerintah daerah dan 

masyarakat lokal menjadi kunci dalam memastikan efektivitas serta keberlanjutan 

proyek karbon tersebut (Firdausy et al., 2025; Ramadhan et al., 2024; Wibisono, 

2016). Kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan swasta juga berperan 

penting, khususnya dalam menciptakan sinergi antara target pengurangan emisi 

dan penguatan ekonomi lokal (Fragkos, 2023; Schiettecatte et al., 2025; Suroso 

et al., 2022). 

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia memiliki potensi untuk 

mengembangkan skema karbon. Negara ini  memiliki potensi yang diakui sebagai 

salah satu dari 17 negara megabiodiversitas dengan kekayaan hayati tingkat 

dunia. Selain itu Indonesia juga memiliki kawasan hutan hujan tropis terbesar ke-

3 setelah Brasil dan RD Kongo (World Economic Outlook, 2020). Dari potensi 

tersebut, sektor kehutanan dan penggunaan lahan memiliki peluang terbesar 
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untuk masuk dalam skema karbon. melalui perdagangan karbon di pasar domestik 

maupun internasional (Siaran Pers Resmi OJK dan KLH/BEI,20 Jan 2025).  

Potensi skema karbon di Indonesia memiliki beberapa manfaat posisitif di 

berbagai sektor. Beberapa penelitian (Grossman, 2013; Li et al., 2025; Tsompo et 

al., 2025; Yu & Xu, 2023), misalnya, mengklaim bahwa skema karbon tidak hanya 

berkontribusi pada pengurangan emisi, tetapi juga memiliki dimensi strategis 

dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dimensi yang telah diidentifikasi, 

yaitu :  

1. Lingkungan: Mendorong perlindungan ekosistem, restorasi lahan, 

pengurangan polusi udara serta pengendalian deforestasi. 

2. Ekonomi: Menjadi sumber pendapatan baru melalui perdagangan 

emisi dan insentif hijau, menarik investasi hijau, menarik inverstasi di 

sektor energi terbarukan, serta memperkuat daya saing industri 

melalui efisiensi energi. 

3. Sosial: Menyediakan lapangan kerja hijau, memperkuat tata kelola 

lokal yang inklusif serta meningkatkan kesadaran publik tentang 

pentingnya transisi menuju gaya hidup keberlanjutan.  

Beberapa studi lain mengkaji bagaimana adaptasi iklim di sektor 

lingkungan, ekonomi, dan sosial diterapkan bersama tindakan mitigasi karbon 

(Anzarach et al., 2024; Azuma et al., 2013; Bajja et al., 2025; Guo et al., 2020; 

Tsai, 2020).  

Namun demikian, pelaksanaan skema karbon tidak lepas dari tantangan. 

Beberapa penelitian mencatat bahwa apabila tidak dikelola dengan prinsip inklusif 

dan transparan, skema ini dapat memperburuk konflik sosial di wilayah-wilayah 

tertentu. Terutama terkait hak kepemilikan lahan dan akses masyarakat adat 

terhadap sumber daya alam. Proses pemberian izin dan sertifikasi karbon sering 

kali melibatkan kepentingan elit politik atau korporasi besar yang 

mengesampingkan hak masyarakat lokal, memicu ketegangan dan ketidakadilan 

distribusi manfaat (Kurniawan et al., 2021; Mentari et al., 2024; Prihatiningtyas et 

al., 2023; Samasta, 2023; Septyanun et al., 2023). 

Studi lain juga menggarisbawahi pentingnya memperhatikan aspek keadilan 

dalam pengaturan perdagangan karbon agar tidak memperparah ketimpangan 

sosial dan ekonomi yang sudah ada (Guo et al., 2020; Colenbrander et al., 2022). 

Oleh karena itu, integrasi skema karbon ke dalam strategi pembangunan 
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berkelanjutan harus dilakukan dengan pendekatan holistik dan partisipatif yang 

memperkuat kapasitas lokal, transparansi data, serta mekanisme perlindungan 

bagi kelompok rentan 

Berdasarkan konteks tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa 

kebutuhan untuk memperkuat fondasi implementasi skema karbon tidak hanya 

fokus pada pencapaian target emisi, tetapi juga menyentuh aspek integrasi 

kebijakan lintas sektor dan partisipasi pemangku kepentingan di tingkat lokal. 

Tanpa keseimbangan ketiga aspek tersebut, tujuan akhir dari skema karbon, yakni 

mengurangi emisi gas rumah kaca dan pembangunan berkelanjutan tidak akan 

tercapai secara optimal.  

Klaim di atas dapat dijelaskan dari perspektif kerangka Institutional 

Readiness Theory (IRT). Teori ini menjelaskan bagaimana satu kebijakan dapat 

diimplementasikan secara efektif melalui penguatan kelembagaan. Penelitian ini 

secara mendalam mengkaji efektivitas implementasi skema karbon sebagai 

instrumen strategis mitigasi perubahan iklim global melalui kerangka IRT yang 

diformulasikan oleh Holt et al. (2007).  

Kerangka IRT dimaksud akan dikaji berdasarkan teori Max Weber tokoh 

utama dalam teori sosiologi organisasi, otoritas, dan terutama birokrasi 

rasional legal, Dan pemikiran Douglass North yang merupakan tokoh sentral 

dalam New Institutional Economics (NIE). Teorinya tidak tentang organisasi, 

melainkan tentang bagaimana institusi (aturan main) mempengaruhi kinerja 

ekonomi dan perubahan sosial.  

Desain teori Max Weber pada rasionalitas, struktur birokrasi, dan legitimasi. 

Pemikiran ini menekankan kesesuaian aturan formal dan informal dalam 

menentukan perilaku organisasi dan keberhasilan perubahan sosial (Hasan et al., 

2025;  Daniel T Holt et al., 2007).  

Sedangkan kerangka Douglass North tentang Formal dan Informal 

Institutions (Helmke, G., & Levitsky, S. 2004) “Informal Institutions and 

Comparative Politics.” Perspectives on Politics, 2(4), 725–740. Selain itu A. 

Sadeghi et al. (2025) juga membahas hubungan antara institusi, pasar keuangan 

hijau dan energi fosil,  di dalamnya mengutip North terkait peran institusi dan juga 

merujuk gagasan Weber tentang struktur institusional/rasionalisasi. 

Untuk itu, IRT dipilih karena memberikan perspektif multidimensional yang 

saling berinteraksi serta menentukan potensi keberhasilan perubahan kebijakan. 
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Dengan IRT, dimungkinkan untuk menelaah apakah institusi memiliki prasyarat 

organisasi, kapabilitas sumber daya, serta legitimasi sosial yang cukup guna 

mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon secara efektif dan 

berkelanjutan. 

  

2.2    Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 

menggambarkan secara komprehensif dan objektif mengenai potensi dan 

tantangan implementasi skema karbon dalam mendukung pembangunan 

berkelanjutan. Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi bagaimana 

berbagai instrumen dalam skema karbon seperti perdagangan karbon, pajak 

karbon, maupun skema non-pasar lainnya dapat berkontribusi terhadap dimensi 

lingkungan, ekonomi, dan sosial. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada metode 

deskriptif kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor dalam 

Moleong, (2009), yakni untuk memahami dan menggambarkan fenomena sosial 

secara mendalam dan holistik melalui penelaahan terhadap data non-numerik. 

Sejalan dengan itu, Merriam & Tisdell, (2016) menegaskan bahwa pendekatan ini 

bertujuan untuk menghasilkan pemahaman konseptual melalui pengolahan data 

yang bersifat naratif dan interpretatif. 

Untuk memperkuat landasan metodologis, penelitian ini juga mengacu pada 

teori John W.Creswell, (2014) mengenai desain penelitian kualitatif. Creswell 

menekankan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan 

memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah 

sosial atau manusia. Dalam bukunya, Creswell menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif menuntut peneliti untuk: 

• Mempertimbangkan asumsi filosofis yang mendasari penelitian, seperti 

paradigma konstruktivisme yang menekankan pada pemaknaan subjektif 

dari pengalaman partisipan 

• Melakukan tinjauan literatur secara sistematis untuk memperkuat kerangka 

konseptual dan memperjelas posisi penelitian dalam konteks keilmuan 

yang lebih lua 

• Mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti dokumen, arsip, 

laporan, dan publikasi, yang kemudian dianalisis secara tematik untuk 
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menemukan pola, tema, dan makna yang relevan dengan fokus 

penelitian.(Creswell, 2014)  

Creswell juga menekankan pentingnya analisis data secara induktif, di 

mana peneliti membangun pola, kategori, dan tema dari bawah ke atas, mulai dari 

unit data terkecil hingga membentuk pemahaman yang lebih luas. Dalam konteks 

penelitian ini, analisis dilakukan melalui analisis isi (content analysis) terhadap 

dokumen-dokumen kebijakan, regulasi, laporan institusional, dan publikasi ilmiah 

yang relevan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema, pendekatan 

kebijakan, serta praktik-praktik terbaik dalam implementasi skema karbon. 

Penelitian ini dilaksanakan melalui studi literatur dan dokumentasi, dengan 

menelaah berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti: 

• Regulasi dan kebijakan nasional maupun internasional terkait skema 

karbon (misalnya Perpres No. 98 Tahun 2021, Perpres No 110 Tahun 

2025, EU ETS, China ETS, dll), 

• Dokumen perencanaan pembangunan rendah karbon (KLHK, Bappenas), 

• Publikasi ilmiah dan laporan institusional (UNFCCC, World Bank, OECD, 

IEA) 

• Hasil kajian akademik dan praktik dari berbagai negara 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi terhadap dokumen-

dokumen tersebut untuk mengidentifikasi tema, pendekatan kebijakan, serta 

praktik-praktik terbaik dalam implementasi skema karbon. Penelitian ini juga 

mengkaji sejauh mana kerangka kebijakan tersebut mempertimbangkan integrasi 

aspek keberlanjutan: yaitu keadilan sosial, manfaat lingkungan jangka panjang, 

dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi hijau. Dengan mengacu pada teori 

Creswell, penelitian ini tidak hanya berupaya mendeskripsikan fenomena secara 

objektif, tetapi juga menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap 

konteks, makna, dan dinamika sosial yang melingkupi implementasi skema 

karbon. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan 

dalam pengembangan kebijakan dan praktik pembangunan berkelanjutan di 

Indonesia maupun secara global. 

2.3    Lokasi & Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan secara desk study melalui pendekatan studi 

literatur dan dokumentasi, sehingga tidak terikat pada satu lokasi fisik tertentu, 
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melainkan memanfaatkan berbagai sumber data sekunder yang berskala nasional 

maupun internasional. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung 

selama periode April hingga Nopember 2025, yang mencakup tahapan 

pengumpulan data literatur, penelaahan kebijakan, analisis isi dokumen, serta 

penyusunan dan validasi hasil kajian. Pemilihan waktu ini mempertimbangkan 

kebutuhan untuk mengakses dokumen-dokumen terbaru yang relevan, termasuk 

publikasi tahun berjalan dari pemerintah, lembaga internasional, maupun jurnal 

ilmiah terkini. 

2.4   Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumentasi 

dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi, 

mengkategorikan, dan menginterpretasikan informasi yang terkandung dalam 

dokumen, kebijakan, laporan, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan topik 

skema karbon. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah secara 

sistematis hubungan antara kebijakan karbon dan kontribusinya terhadap dimensi 

lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam pembangunan berkelanjutan. 

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, reduksi data, 

yaitu memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, seperti potensi 

implementasi skema karbon, praktik terbaik dari negara lain, serta tantangan dan 

peluang yang dihadapi. Kedua, penyajian data, yakni menyusun data yang telah 

direduksi dalam bentuk narasi tematik, tabel, atau diagram agar memudahkan 

identifikasi pola dan hubungan antar variabel. Ketiga, penarikan kesimpulan dan 

verifikasi, di mana temuan dianalisis untuk menghasilkan interpretasi yang logis, 

konsisten, dan sesuai dengan tujuan penelitian. 

Mengacu pada pandangan Bogdan dan Taylor dalam Huberman (2019), 

analisis data kualitatif tidak hanya berfokus pada penghitungan angka, tetapi pada 

upaya memahami makna yang terkandung di balik kata-kata tertulis atau lisan, 

serta perilaku yang dideskripsikan dalam sumber data. Oleh karena itu, interpretasi 

dalam penelitian ini tidak hanya mengacu pada konten eksplisit dari dokumen, 

tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang 

mempengaruhi kebijakan skema karbon. Melalui tahapan analisis ini, diharapkan 

diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana skema karbon 
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dapat dioptimalkan sebagai instrumen strategis untuk mendukung pembangunan 

berkelanjutan di Indonesia, dengan mempertimbangkan pembelajaran dari praktik 

internasional dan kondisi khas daerah. 

2.5  Dimensi Pembangunan Berkelanjutan dalam Skema Karbon:  

       Pendekatan Institutional Readliness Theory 

Seperti telah disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa keberhasilan 

skema karbon seharusnya tidak hanya fokus pada pencapaian target emisi, tetapi 

juga menyentuh aspek integrasi kebijakan lintas sektor dan partisipasi pemangku 

kepentingan di tingkat local. Prinsip ini berhubungan dengan perspektif IRT. 

Kerangka IRT diformulasikan oleh Holt et al. (2007). IRT menelaah apakah institusi 

memiliki prasyarat organisasi, kapabilitas sumber daya, serta legitimasi sosial 

yang cukup guna mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon secara 

efektif dan berkelanjutan. 

Kerangka Institutional Readiness Theory menguraikan empat dimensi 

penting yang menentukan kesiapan institusional. Pertama, Konteks (Context), 

yaitu kondisi eksternal dan internal organisasi yang meliputi struktur birokrasi, 

budaya kerja, dukungan kepemimpinan, serta tekanan dari regulasi dan aktor 

eksternal. Dalam konteks karbon, hal ini mencakup bagaimana pemerintah 

menyiapkan sistem hukum, sistem registri nasional, dan mekanisme pengawasan 

yang mendukung implementasi kebijakan rendah karbon. Kedua, Konten 

(Content) menjelaskan arah, tujuan, dan substansi kebijakan, termasuk kejelasan 

target pengurangan emisi, model yang digunakan seperti skema cap-and-trade, 

dan ruang lingkup sektor yang terlibat. Ketiga, Proses (Process) merujuk pada 

mekanisme perencanaan, koordinasi, pelaporan, dan partisipasi multi-aktor dalam 

implementasi kebijakan. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini 

mendorong legitimasi publik dan meningkatkan keberlanjutan jangka panjang. 

Keempat, Atribut Individu (Individual Attributes), yaitu kapasitas, persepsi, dan 

komitmen individu yang terlibat baik dari level pembuat kebijakan hingga 

masyarakat penerima manfaat. Pengetahuan teknis dan sikap partisipatif menjadi 

faktor kunci keberhasilan transformasi kelembagaan (Magnano et al., 2024; 

Santos et al., 2023). 

Perspektif kelembagaan baru memberikan dimensi reflektif atas 

pentingnya faktor-faktor sosial dan budaya yang sering diabaikan dalam kebijakan 
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teknokratis. Seperti dikemukakan North (1990), institusi yang tidak menyesuaikan 

insentif dengan perilaku aktor akan terperangkap dalam inefisiensi struktural. 

Begitu pula Scott (2014) menekankan bahwa desain kebijakan hanya akan efektif 

jika sejalan dengan nilai sosial dan pola persepsi masyarakat. Dalam konteks 

Indonesia, hal ini terlihat jelas dalam fragmentasi kelembagaan antara tingkat 

pusat dan daerah dalam tata kelola karbon, termasuk tumpang tindih antara 

kebijakan carbon tax, perdagangan karbon dalam IDXCarbon,dan mekanisme 

REDD+ di daerah (Awang Long Law Review, 2024). Ketiadaan sinkronisasi 

kebijakan ini menunjukkan pentingnya kesiapan institusional, bukan hanya pada 

aspek regulasi, tetapi juga pada mekanisme koordinasi lintas sektor dan multi-

tataran pemerintahan. 

 Selanjutnya, dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (sustainability 

tripod), skema karbon memiliki potensi transformasional yang signifikan karena 

mencakup tiga dimensi utama: lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dari aspek 

lingkungan, mekanisme ini berperan penting dalam menekan laju deforestasi, 

memperbaiki tata kelola hutan dan lahan gambut, serta meningkatkan penyerapan 

karbon melalui konservasi dan restorasi ekosistem. Di sisi ekonomi, perdagangan 

karbon menciptakan nilai pasar baru yang mendorong investasi hijau, 

menciptakan lapangan usaha berwawasan lingkungan, dan memperkuat posisi 

Indonesia dalam ekonomi global rendah karbon. Adapun pada dimensi sosial, 

kebijakan karbon harus didesain secara inklusif untuk memberdayakan 

masyarakat lokal, terutama komunitas yang hidup di sekitar kawasan konservasi 

dan memiliki peran penting dalam pengelolaan ekosistem. Program berbasis 

masyarakat seperti REDD+ di Kalimantan Timur dan inisiatif community carbon 

market menunjukkan bahwa ketika kebijakan karbon digerakkan bersama 

masyarakat, dampaknya lebih berkelanjutan dan adil (Magnano et al., 2024; 

Santos et al., 2023; Zainuddin, 2021). Keseimbangan antara ketiganya sangat 

penting agar skema karbon tidak hanya efektif secara lingkungan, tetapi juga adil 

secara sosial dan menguntungkan secara ekonomi 

Namun demikian, kebijakan karbon yang tidak mempertimbangkan 

dimensi keadilan berisiko memperdalam ketimpangan sosial dan memperlemah 

legitimasi publik. Karena itu, keberhasilan skema karbon tidak hanya diukur dari 

efisiensi ekonomi atau pengurangan emisi, tetapi juga dari sejauh mana ia 

menjunjung prinsip keadilan lingkungan (environmental justice) dan keadilan 
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sosial (social equity). Kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan dan 

menjamin distribusi manfaat secara proporsional akan memperkuat keberlanjutan 

sosial dan politiknya (Parsons et al., 2024; Suzuki et al., 2023). 

Secara konseptual, penerapan Institutional Readiness Theory 

menawarkan alat analisis yang kuat untuk menilai kesiapan kelembagaan 

pemerintah daerah dan aktor non-negara dalam mengimplementasikan kebijakan 

nilai ekonomi karbon. Melalui pendekatan ini, kelembagaan yang kredibel dapat 

dibangun secara bertahap  mulai dari penciptaan kerangka peraturan yang 

konsisten, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan 

jaringan kolaboratif antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. 

Pendekatan ini mendorong tata kelola karbon yang lebih adaptif dan partisipatif, 

serta memastikan bahwa manfaat dari skema karbon terdistribusi secara adil di 

antara seluruh pemangku kepentingan. 

Analisis kesiapan ini diperluas oleh new institutionalism yang dirumuskan 

oleh Scott (2014). Scott menambah tiga pilar utama: regulatif, normatif, serta 

kultural kognitif yang membentuk stabilitas, legitimasi, dan keadaptifan institusi. 

Dalam kerangka kebijakan iklim, keterpaduan regulatif (kejelasan aturan), normatif 

(dukungan sosial terhadap perilaku pro-lingkungan), dan kultural-kognitif 

(kesadaran kolektif akan urgensi mitigasi perubahan iklim) menjadi prasyarat bagi 

efektivitas, legitimasi, dan keberlanjutan institusi. 

Dalam konteks Indonesia, konsep kesiapan kelembagaan terlihat jelas 

kebutuhannya. Di Indonesia terjadi fragmentasi kelembagaan antara tingkat pusat 

dan daerah dalam tata kelola karbon, termasuk tumpang tindih antara kebijakan 

carbon tax, perdagangan karbon dalam IDXCarbon,dan mekanisme REDD+ di 

daerah (Awang Long Law Review, 2024). Ketiadaan sinkronisasi kebijakan ini 

menunjukkan pentingnya kesiapan institusional, bukan hanya pada aspek 

regulasi, tetapi juga pada mekanisme koordinasi lintas sektor dan multi-tataran 

pemerintahan. 

Secara historis, konsep kesiapan institusi berakar pada pemikiran Max 

Weber mengenai rasionalitas, struktur birokrasi, dan legitimasi, yang menekankan 

kesesuaian aturan formal dan informal dalam menentukan perilaku organisasi dan 

keberhasilan perubahan sosial (Hasan et al., 2025;  Daniel T Holt et al., 2007) dan 

kerangka pemikiran Douglass C. North tentang Formal dan Informal Institutions 

(Helmke, G., & Levitsky, S. 2004) “Informal Institutions and Comparative Politics.” 



20 
 

Perspectives on Politics, 2(4), 725–740. Selain itu ulasan A. Sadeghi et al. (2025) 

juga membahas hubungan antara institusi, pasar keuangan hijau dan energi fosil,  

di dalamnya mengutip North terkait peran institusi dan juga merujuk gagasan 

Weber tentang struktur institusional/rasionalisasi. 

Keterhubungan antara pemikiran Max Weber dan Douglass C. North pada 

Institutional Readiness Theory (IRT) tentu sangat relevan dan dapat dipahami. 

Max Weber melalui tiga konsep utamanya rasionalitas, birokrasi, dan legitimasi 

yang menjadi fondasi analitis bagi kesiapan institusi untuk mengadopsi kebijakan 

baru atau melakukan transformasi kelembagaan. Weber (1922/1978) 

menegaskan bahwa tipe otoritas yang paling efektif dalam organisasi modern 

adalah otoritas rasional legal, yaitu otoritas yang diperoleh dari sistem aturan 

formal, prosedur impersonal, dan struktur kewenangan yang hierarkis. Bagi 

Weber, efektivitas organisasi bergantung pada keberadaan aturan yang jelas, 

konsisten, dan dapat diprediksi, serta prosedur yang memungkinkan tindakan 

organisasi berjalan secara rasional dan terstandarisasi. Pemikiran ini sejalan 

dengan gagasan dalam IRT bahwa kesiapan institusi dimulai dari konsistensi 

kerangka regulatif dan kejelasan struktur organisasi (Holt et al., 2007). 

Sedangkan pemikiran Douglass C. North menempatkan institusi sebagai 

fondasi utama bagi perkembangan ekonomi dan kinerja organisasi, di mana 

institusi dipahami sebagai “aturan main” yang membentuk insentif, perilaku, serta 

interaksi antar-aktor dalam suatu sistem sosial. North (1990) menekankan bahwa 

institusi terdiri atas aturan formal seperti regulasi, kebijakan, dan prosedur serta 

norma informal, nilai, dan kebiasaan yang diwariskan secara sosial, termasuk 

mekanisme penegakannya. Melalui perspektif biaya transaksi, North menjelaskan 

bahwa institusi yang efektif mampu menurunkan ketidakpastian dan mendorong 

koordinasi ekonomi, sehingga meningkatkan efisiensi kolektif. Selain itu, North 

memperkenalkan konsep path dependence, bahwa institusi tidak berkembang 

secara acak, melainkan mengikuti jejak historis tertentu yang membuat perubahan 

kelembagaan bersifat gradual, tidak linier, dan sering kali terhambat oleh struktur 

insentif yang sudah mapan. Kontribusi North ini menjadi landasan penting dalam 

studi kelembagaan modern, khususnya dalam memahami bagaimana kesiapan 

kelembagaan (institutional readiness) dibentuk oleh konteks sejarah, kualitas 

aturan, serta kapasitas adaptasi institusi terhadap perubahan. 
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Dengan berpijak pada pemikiran dua  tokoh tersebut, pendekatan Weber 

dan North memberikan dasar normatif bagi pembentukan kelembagaan yang 

rasional dan legitimate, sementara IRT menawarkan kerangka operasional untuk 

menilai sejauh mana prinsip-prinsip itu terinternalisasi dalam kebijakan konkret. 

Penerapan skema karbon sebagai instrumen pengendalian emisi, baik lewat pasar 

(ETS) maupun instrumen non-pasar (carbon tax, pembayaran berbasis hasil) 

bergantung pada sejauh mana readiness institusi mampu mengintegrasikan aspek 

teknis, ekonomi, sosial, dan kebijakan secara konsisten.  

Jika terdapat disonansi antara regulasi dan tata kelola, maka proses 

perubahan hanyalah sekadar simbolik dan tidak menghasilkan inovasi substantif. 

Kesiapan kelembagaan yang efektif memastikan terjadinya internalisasi biaya 

eksternal, perubahan perilaku aktor kunci, serta akselerasi adopsi teknologi 

rendah emisi. Untuk itu memikirkan dampak negatif emisi  yang sebelumnya 

bersifat eksternal ke dalam mekanisme ekonomi. Dengan demikian, emisi diberi 

nilai ekonomi yang menjadi dasar bagi perubahan perilaku pelaku usaha, 

pemerintah, dan masyarakat dalam mengadopsi teknologi serta praktik beremisi 

rendah (Mashari et al., 2023). Namun, efektivitas instrumen ini sangat dipengaruhi 

oleh kesiapan kelembagaan dalam mengatur, memantau, dan menegakkan 

kebijakan iklim secara konsisten. Regulasi yang kuat tanpa dukungan 

kelembagaan yang mampu menegakkannya hanya akan menghasilkan reformasi 

simbolik tanpa perubahan substantif. 

Karena itu, diperlukan kerangka analitis yang jelas untuk menilai apakah 

sebuah institusi benar-benar siap menjalankan kebijakan tersebut dalam praktik. 

Kerangka Institutional Readiness Theory menjelaskan empat dimensi utama yang 

menentukan kesiapan institusional (Magnano et al., 2024; Santos et al., 2023). 

Pertama, Konteks (Context),  

yaitu kondisi eksternal dan internal organisasi, termasuk struktur birokrasi, budaya 

kerja, dukungan kepemimpinan, serta tekanan dari regulasi dan aktor luar. Dalam 

kebijakan karbon, ini mencakup bagaimana pemerintah menyiapkan sistem 

hukum, sistem registri nasional, dan mekanisme pengawasan untuk mendukung 

implementasi kebijakan rendah karbon. 
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Kedua, Konten (Content),  

yang menggambarkan arah, tujuan, dan isi kebijakan, seperti kejelasan target 

penurunan emisi, model yang digunakan misalnya skema cap-and-trade dan 

sektor-sektor yang tercakup. 

Ketiga, Proses (Process),  

yaitu mekanisme perencanaan, koordinasi, pelaporan, dan partisipasi berbagai 

aktor dalam pelaksanaan kebijakan. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses 

ini membantu membangun legitimasi publik dan memastikan keberlanjutan jangka 

panjang. 

Keempat, Atribut Individu (Individual Attributes),  

yaitu kapasitas, persepsi, dan komitmen individu yang terlibat, mulai dari pembuat 

kebijakan hingga masyarakat penerima manfaat. Pengetahuan teknis dan sikap 

partisipatif menjadi faktor penting dalam keberhasilan transformasi 

kelembagaan.Pada titik ini, penting untuk melihat bagaimana kesiapan tersebut 

berkontribusi pada tujuan pembangunan yang lebih luas. 

Selanjutnya, dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (sustainability 

tripod), skema karbon memiliki potensi transformasional yang signifikan karena 

mencakup tiga dimensi utama: lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dari aspek 

lingkungan, mekanisme ini berperan penting dalam menekan laju deforestasi, 

memperbaiki tata kelola hutan dan lahan gambut, serta meningkatkan penyerapan 

karbon melalui konservasi dan restorasi ekosistem. Di sisi ekonomi, perdagangan 

karbon menciptakan nilai pasar baru yang mendorong investasi hijau, 

menciptakan lapangan usaha berwawasan lingkungan, dan memperkuat posisi 

Indonesia dalam ekonomi global rendah karbon. Adapun pada dimensi sosial, 

kebijakan karbon harus didesain secara inklusif untuk memberdayakan 

masyarakat lokal, terutama komunitas yang hidup di sekitar kawasan konservasi 

dan memiliki peran penting dalam pengelolaan ekosistem. Ketika ketiga dimensi 

ini berjalan selaras, kebijakan karbon tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga 

memperluas manfaat bagi masyarakat di tingkat tapak. 

Program berbasis masyarakat seperti REDD+ di Kalimantan Timur dan 

inisiatif community carbon market menunjukkan bahwa ketika kebijakan karbon 

digerakkan bersama masyarakat, dampaknya lebih berkelanjutan dan adil 

(Magnano et al., 2024; Santos et al., 2023; Zainuddin, 2021). Untuk itu, 

keseimbangan antara ketiganya sangat penting agar skema karbon tidak hanya 
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efektif secara lingkungan, tetapi juga adil secara sosial dan menguntungkan 

secara ekonomi, karena kebijakan karbon yang tidak mempertimbangkan dimensi 

keadilan berisiko memperdalam ketimpangan sosial dan memperlemah legitimasi 

publik. Karena itu, keberhasilan skema karbon tidak hanya diukur dari efisiensi 

ekonomi atau pengurangan emisi, tetapi juga dari sejauh mana ia menjunjung 

prinsip keadilan lingkungan (environmental justice) dan keadilan sosial (social 

equity). Kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan dan menjamin distribusi 

manfaat secara proporsional akan memperkuat keberlanjutan sosial dan politiknya 

(Parsons et al., 2024; Suzuki et al., 2023). 

Dengan dasar pemikiran tersebut, diperlukan pendekatan yang mampu 

memastikan bahwa kesiapan institusi sejalan dengan tuntutan keadilan dan 

efektivitas implementasi di lapangan. Secara konseptual, penerapan Institutional 

Readiness Theory menawarkan alat analisis yang kuat untuk menilai kesiapan 

kelembagaan pemerintah daerah dan aktor non-negara dalam 

mengimplementasikan kebijakan nilai ekonomi karbon. Melalui pendekatan ini, 

kelembagaan yang kredibel dapat dibangun secara bertahap  mulai dari 

penciptaan kerangka peraturan yang konsisten, peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia, hingga penguatan jaringan kolaboratif antara sektor publik, swasta, 

dan masyarakat sipil. Pendekatan ini mendorong tata kelola karbon yang lebih 

adaptif dan partisipatif, serta memastikan bahwa manfaat dari skema karbon 

terdistribusi secara adil di antara seluruh pemangku kepentingan. 

Akhirnya, penelitian ini menegaskan perlunya model kesiapan institusional 

yang kontekstual bagi Indonesia. Kompleksitas tata kelola iklim di Indonesia 

dengan karakteristik desentralisasi, keragaman sosial, dan variasi kapasitas 

antarwilayah menuntut adaptasi kebijakan yang tidak bersifat universal. Kajian 

lanjutan perlu diarahkan untuk mengukur dan memetakan kesiapan kelembagaan 

antarprovinsi secara empiris, sehingga dapat dirancang model tata kelola karbon 

yang berbasis data, adaptif secara sosial, serta efektif dalam menyeimbangkan 

target ekonomi, lingkungan, dan keadilan sosial secara berkelanjutan. 
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2.6    Hasil & Pembahasan 

2.6.1 Skema Karbon Perpektif Kebijakan Publik 

Skema karbon lahir sebagai respons strategis dalam kebijakan publik 

untuk menghadapi tantangan perubahan iklim global yang semakin kompleks dan 

mendesak. Di ranah kebijakan publik, skema karbon tidak hanya berperan sebagai 

inovasi instrumen regulasi dan insentif, tetapi juga merefleksikan upaya sistematis 

pemerintah menginternalisasi eksternalitas negatif dari emisi gas rumah kaca 

(GRK) ke dalam mekanisme tata kelola ekonomi dan sosial. Instrumen seperti 

Emission Trading System (ETS), pajak karbon, dan REDD+ muncul sebagai 

bentuk konkret regulasi sekaligus insentif yang mengarahkan perilaku pelaku 

ekonomi dan sosial melalui interaksi pasar dan non-pasar, memperkuat posisi tata 

kelola lingkungan hidup yang berorientasi pembangunan berkelanjutan dan 

inklusif (Firdausy et al., 2025). 

Pentingnya pendekatan kebijakan publik terletak pada proses holistik 

perumusan, implementasi, hingga evaluasi skema karbon, yang dipengaruhi oleh 

dinamika politik, ekonomi, sosial, dan konteks regulasi nasional serta global. Teori 

Stages Heuristic (Lasswell), Multiple Streams Framework (Kingdon), dan 

Advocacy Coalition Framework (Sabatier) menggarisbawahi bahwa keberhasilan 

kebijakan sangat bergantung pada sinkronisasi antara agenda setting, pilihan 

desain instrumen, serta keterlibatan aktor-aktor kunci lintas sektor dan tataran 

pemerintahan. Fragmentasi kebijakan, yang kerap terjadi akibat kurangnya 

integrasi antar sektor dan lemahnya harmonisasi regulasi, berisiko menurunkan 

efektivitas implementasi program karbon. Oleh sebab itu, pelibatan multi-aktor dan 

pembuatan instrumen kebijakan yang kontekstual menjadi syarat penting bagi 

ketercapaian tujuan mitigasi emisi yang berkelanjutan (Borghesi et al., 2023). 

Di level global dan nasional, adopsi skema karbon berbeda-beda sesuai 

kebutuhan dan tekanan eksternal, mulai dari komitmen Paris Agreement, opini 

publik, hingga tuntutan pembangunan domestik yang berkelanjutan. Pemerintah 

cenderung memilih instrumen yang relevan dengan kondisi nasional, baik dalam 

bentuk ETS, pajak karbon, maupun inisiatif berbasis lahan seperti REDD+. 

Penetapan instrumen ini harus memperhatikan efektivitas penurunan emisi, 

efisiensi dalam implementasi, serta keadilan dalam distribusi manfaat dan beban 

(Guo et al., 2020). Keberhasilan implementasi skema karbon pada praktiknya 
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sering bergantung pada efektivitas tata kelola multi-level, dari pemerintah pusat, 

daerah, komunitas lokal, hingga partisipasi sektor swasta dan masyarakat. Model 

Collaborative Governance (Ansell & Gash) menekankan bahwa kolaborasi lintas 

aktor kunci tidak hanya meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas, tetapi juga 

mendorong transparansi dan kelangsungan program dalam jangka panjang. 

Pembelajaran dari Uni Eropa, Tiongkok, dan Kanada membuktikan bahwa 

koordinasi lintas sektor, keterbukaan data, serta monitoring yang ketat adalah 

elemen kunci keberhasilan implementasi skema karbon di tingkat subnasional dan 

nasional (Yu & Xu, 2023). 

Temuan empiris menunjukkan bahwa negara-negara yang mampu 

menyesuaikan desain kebijakan karbon dengan konteks lokal, memperkuat sistem 

monitoring, reporting, and verification (MRV), serta memberikan insentif bagi 

inovasi teknologi rendah karbon, cenderung lebih sukses menurunkan emisi dan 

mempercepat transformasi ekonomi. Sebaliknya, penerapan kebijakan karbon 

yang terlalu berorientasi ekonomi dan mengabaikan prinsip keadilan sosial 

berisiko menimbulkan konflik, ketimpangan, dan resistensi masyarakat (Parsons 

et al., 2024).  

Oleh sebab itu, kebijakan publik modern menuntut integrasi prinsip 

keadilan sosial dan lingkungan dalam desain serta pelaksanaan skema karbon. 

Partisipasi masyarakat lokal dan perlindungan hak-hak kelompok rentan, termasuk 

masyarakat adat, harus menjadi komponen sentral agar skema karbon tidak 

memperburuk ketimpangan atau menciptakan eksklusi sosial (Suzuki et al., 2023). 

Pengalaman Indonesia dan negara berkembang lainnya menegaskan perlunya 

penguatan kelembagaan lokal dan perlindungan terhadap kelompok rentan, 

sehingga kebijakan lebih inklusif dan adil (Firdausy et al., 2025).  

Evaluasi kebijakan skema karbon tidak hanya bertumpu pada penurunan 

emisi semata, melainkan harus dilakukan secara holistik dengan menilai dampak 

ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sistem evaluasi yang adaptif dan transparan 

memungkinkan terjadinya policy learning yang berkelanjutan, sebagaimana 

dibuktikan oleh Uni Eropa dan Selandia Baru yang secara konsisten 

mengembangkan desain kebijakan karbon berdasarkan pembelajaran dan umpan 

balik dari pelaksanaan lapangan (Solaymani & Dunningham, 2024).  
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Dalam konteks ini, teori Institutional Readiness menjadi semakin relevan. 

Institutional Readiness Theory (IRT), sebagaimana dikembangkan Holt et al. 

(2007) dan diperdalam North (1990) serta Scott (2014), menekankan bahwa 

kesiapan institusional meliputi aspek regulasi, kapasitas teknis, tata kelola, norma 

sosial, dan budaya organisasi adalah fondasi utama bagi keberhasilan 

implementasi skema karbon. Analisis IRT pada empat dimensi; konteks, konten, 

proses, dan atribut individu, menjadi alat kritis untuk menilai kelayakan dan 

kesiapan institusi di tingkat nasional maupun local. 

Temuan dari analisis tersebut memberikan dasar konseptual yang kuat 

untuk mengaitkan kesiapan institusional dengan dinamika kebijakan publik. 

Mengintegrasikan kerangka kebijakan publik dengan konsep Institutional 

Readiness menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai 

tantangan dan peluang implementasi skema karbon. Kebijakan publik menetapkan 

proses dan instrumen, sedangkan Institutional Readiness memastikan kesiapan 

internal kelembagaan untuk mengadopsi dan memelihara inovasi kebijakan. 

Sinergi kedua pendekatan ini sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan 

kelembagaan, merancang penguatan kapasitas, serta membangun tata kelola 

karbon yang responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal 

(North, 1990; Scott, 2014).  

Pendekatan integratif inilah yang kemudian menempatkan skema karbon 

dalam posisi strategis, tidak hanya sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai 

bagian dari perubahan sistemik dalam tata kelola Pembangunan. Secara 

keseluruhan, skema karbon dalam perspektif kebijakan publik harus dipahami 

bukan hanya sebagai alat pengendali emisi, melainkan juga sebagai motor 

transformasi sosial, ekonomi, dan kelembagaan untuk pembangunan yang 

berkelanjutan. Integrasi dengan teori Institutional Readiness menegaskan bahwa 

keberhasilan kebijakan karbon sangat bergantung pada ketangguhan regulasi, 

kapasitas aktor, dan tata kelola yang inklusif serta adaptif. Fondasi utama bagi 

pembangunan masa depan yang adil, inklusif, dan mampu menghadapi dinamika 

perubahan iklim adalah sinergi antara perumusan kebijakan publik dan kesiapan 

kelembagaan yang kuat di setiap level pemerintahan dan masyarakat. 
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2.6.2 Keberhasilan Skema Karbon Secara Global 

Skema karbon lahir sebagai respons strategis dunia kebijakan publik untuk 

menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak. Di dalamnya, 

skema ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulasi dan insentif, tetapi juga 

sebagai cara pemerintah menginternalisasi eksternalitas negatif emisi gas rumah 

kaca (GRK) ke dalam tata kelola ekonomi dan sosial. Instrumen seperti Emission 

Trading System (ETS), pajak karbon, dan REDD+ menjadi bentuk konkret upaya 

tersebut dengan mengarahkan perilaku pelaku ekonomi dan sosial melalui 

mekanisme pasar dan non-pasar. Dengan demikian, skema karbon memperkuat 

orientasi tata kelola lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan 

inklusif (Firdausy et al., 2025). 

Pendekatan kebijakan publik menjadi penting karena mencakup 

keseluruhan proses perumusan, implementasi, hingga evaluasi yang dipengaruhi 

oleh dinamika politik, ekonomi, sosial, dan regulasi nasional maupun global. 

Berbagai teori kebijakan seperti Stages Heuristic (Lasswell), Multiple Streams 

Framework (Kingdon), dan Advocacy Coalition Framework (Sabatier) 

menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan ditentukan oleh keselarasan agenda, 

ketepatan desain instrumen, dan keterlibatan aktor kunci lintas sektor. 

Fragmentasi kebijakan yang muncul akibat lemahnya integrasi antarsektor 

berpotensi menghambat efektivitas skema karbon. Karena itu, kolaborasi multi-

aktor dan desain kebijakan yang kontekstual menjadi prasyarat penting untuk 

mencapai tujuan mitigasi yang berkelanjutan (Borghesi et al., 2023). 

Pada tingkat global dan nasional, adopsi skema karbon sangat beragam, 

dipengaruhi oleh komitmen Paris Agreement, pandangan publik, dan kebutuhan 

pembangunan nasional. Pemerintah biasanya memilih instrumen yang paling 

sesuai ETS, pajak karbon, atau inisiatif berbasis lahan seperti REDD+ dengan 

mempertimbangkan efektivitas penurunan emisi, efisiensi implementasi, dan 

keadilan distribusi manfaat (Guo et al., 2020). Keberhasilan implementasi sangat 

bergantung pada tata kelola multilevel, mulai dari pemerintah pusat, daerah, 

komunitas lokal, hingga sektor swasta. Collaborative Governance (Ansell & Gash) 

menegaskan bahwa kolaborasi lintas aktor meningkatkan legitimasi, akuntabilitas, 

dan keberlanjutan kebijakan. Pengalaman Uni Eropa, Tiongkok, dan Kanada 

menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor, keterbukaan data, dan sistem 

monitoring yang kuat merupakan kunci keberhasilan (Yu & Xu, 2023). 
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Secara empiris, negara yang mampu menyesuaikan desain kebijakan 

dengan konteks lokal, memperkuat sistem monitoring, reporting, and verification 

(MRV), serta menyediakan insentif untuk inovasi teknologi rendah karbon, 

menunjukkan hasil lebih baik dalam menurunkan emisi dan mendorong 

transformasi ekonomi. Sebaliknya, kebijakan karbon yang terlalu menekankan 

efisiensi ekonomi tanpa memperhatikan keadilan sosial memunculkan 

ketimpangan dan resistensi masyarakat (Parsons et al., 2024). 

Karena itu, kebijakan modern menuntut integrasi prinsip keadilan sosial dan 

lingkungan dalam desain maupun implementasi skema karbon. Partisipasi 

masyarakat lokal dan perlindungan terhadap kelompok rentan—termasuk 

masyarakat adat—harus menjadi bagian inti agar kebijakan tidak memperburuk 

ketimpangan atau menciptakan eksklusi sosial (Suzuki et al., 2023). Pengalaman 

Indonesia dan negara berkembang lainnya menunjukkan bahwa penguatan 

kelembagaan lokal adalah kunci untuk memastikan kebijakan berjalan inklusif dan 

berkeadilan (Firdausy et al., 2025). 

Evaluasi skema karbon juga perlu dilakukan secara holistik dengan menilai 

dampaknya terhadap dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sistem evaluasi 

yang adaptif dan transparan mendorong terjadinya policy learning yang 

berkelanjutan, sebagaimana terlihat pada perkembangan kebijakan karbon di Uni 

Eropa dan Selandia Baru yang secara konsisten memperbaiki desain 

kebijakannya berdasarkan pengalaman lapangan (Solaymani & Dunningham, 

2024). 

Dalam konteks ini, Institutional Readiness Theory (IRT) menjadi sangat 

relevan. IRT sebagaimana dikembangkan Holt et al. (2007) dan diperkaya oleh 

North (1990) serta Scott (2014) menjelaskan bahwa kesiapan institusi bergantung 

pada regulasi, kapasitas teknis, tata kelola, norma sosial, dan budaya organisasi. 

Keempat dimensi IRT konteks, konten, proses, dan atribut individu memberikan 

alat analisis yang kuat untuk menilai kelayakan dan kesiapan institusi di tingkat 

nasional maupun lokal. 

Hasil analisis tersebut memperjelas hubungan antara kesiapan institusional 

dan efektivitas kebijakan publik. Integrasi antara kerangka kebijakan publik dan 

IRT memberikan pemahaman lebih utuh tentang tantangan implementasi skema 

karbon. Kebijakan publik menyediakan instrumen dan proses, sementara 

institutional readiness memastikan kapasitas kelembagaan untuk mengadopsi, 
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menjalankan, dan mempertahankan kebijakan. Sinergi keduanya penting untuk 

mengidentifikasi kelemahan kapasitas, merancang penguatan kelembagaan, dan 

membangun tata kelola karbon yang adaptif terhadap perubahan lingkungan 

eksternal (North, 1990; Scott, 2014). 

Pendekatan integratif ini menempatkan skema karbon bukan sekadar 

sebagai instrumen teknis, tetapi sebagai bagian dari transformasi sistemik dalam 

tata kelola pembangunan. Dengan demikian, skema karbon harus dipahami 

sebagai motor perubahan sosial, ekonomi, dan kelembagaan menuju arah 

pembangunan yang berkelanjutan. Integrasi dengan teori Institutional Readiness 

menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan karbon sangat bergantung pada 

ketangguhan regulasi, kapasitas aktor, serta tata kelola yang inklusif dan adaptif. 

Fondasi pembangunan masa depan yang adil dan tangguh terletak pada sinergi 

antara desain kebijakan publik dan kesiapan kelembagaan di setiap tingkat 

pemerintahan dan masyarakat. 

 Skema karbon telah muncul sebagai instrumen sentral dalam strategi 

mitigasi perubahan iklim global di tengah tingginya urgensi pengurangan emisi gas 

rumah kaca (GRK). Mekanisme berbasis pasar, seperti Emissions Trading System 

(ETS), dan instrumen non-pasar, antara lain pajak karbon, Result-Based Payment 

(RBP), serta inisiatif berbasis lahan seperti REDD+, menyediakan kerangka 

insentif ekonomi yang secara progresif mendorong perubahan perilaku, inovasi 

teknologi, dan investasi menuju ekonomi rendah karbon (Andatara, 2023; 

Massagony et al., 2025; W. B. Miles, 2021; Suroso et al., 2022). Instrumen-

instrumen ini meletakkan dasar bagi internalisasi biaya eksternal dari aktivitas 

karbon yang selama ini menimbulkan dampak signifikan pada lingkungan dan 

kesejahteraan sosial serta ekonomi negara-negara di dunia. 

Penerapan skema karbon diatur dalam kerangka United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), yang mewajibkan negara-

negara mengadopsi strategi penetapan harga karbon serta menyediakan 

mekanisme pelaporan berbasis transparansi dan akuntabilitas. Meski diadopsi 

lintas negara dengan variasi desain kebijakan, keberhasilan implementasi sangat 

dipengaruhi oleh faktor kesiapan kelembagaan, efektivitas instrumen kebijakan, 

serta sinergi multipihak lintas sektor dan tataran pemerintahan. Uni Eropa, melalui 

European Union Emission Trading Scheme (EU ETS), memberikan contoh paling 

menonjol dalam penerapan pasar karbon sejak 2005. Skema ini menetapkan 
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batas emisi (cap), mendistribusikan izin emisi yang diperdagangkan, dan 

mencakup lebih dari 14.000 fasilitas di 30 negara anggota. Penurunan emisi yang 

tercapai di fase awal, sebesar 3–5%, didukung oleh mekanisme cap-and-trade 

adaptif dan transparansi data, serta didorong kolaborasi dengan sektor energi dan 

industri bersih. Meski demikian, fluktuasi ekonomi dan volatilitas harga karbon 

kerap menjadi tantangan, sehingga EU ETS mengembangkan kebijakan 

tambahan seperti carbon floor price, inovasi pendanaan, serta penguatan 

pengawasan lintas sektor. Dengan cakupan lebih dari 40% total emisi GRK UE 

dan estimasi pengurangan emisi CO₂ hingga 17.000 ton per instalasi (2005–2030), 

EU ETS membuktikan kekuatan skema karbon dalam mendukung transisi energi 

sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi secara inklusif (Borghesi et al., 2023; 

Hu et al., 2025). 

 Studi perbandingan lintas negara memperjelas bahwa kesiapan 

kelembagaan sangat menentukan efektivitas skema karbon. Penelitian Guo et al. 

(2020) dan Yu & Xu (2023) menunjukkan bahwa integrasi kuat antara regulasi 

pusat, sistem monitoring dan pelaporan (MRV) yang ketat, serta komitmen politik 

yang konsisten dari pusat hingga daerah. Hal ini juga tercermin di Jepang yang 

menerapkan Tokyo Cap and Trade Program sejak 2010. Menurut Sadayuki & 

Arimura, (2021) mengurangi emisi sektor bangunan komersial sebesar 27% dalam 

masa satu dekade melalui pembaruan teknologi dan insentif efisiensi energi. Di 

Amerika Utara, Kanada mengimplementasikan kombinasi Carbon Tax dan Output-

Based Pricing System (OBPS) untuk menurunkan konsumsi bahan bakar tanpa 

mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat efisiensi lintas sektor 

(Jansen et al., 2025; Methmini et al., 2025). Sementara itu, Amerika Serikat, 

melalui skema cap-and-trade subnasional khususnya negara bagian seperti 

California yang menunjukkan bagaimana integrasi dengan Provinsi Quebec 

(Kanada) mampu menjaga stabilitas harga, memberikan dukungan multifungsi 

bagi program sosial dan lingkungan berbasis Corporate Social Responsibility 

(CSR), serta meningkatkan legitimasi program cap-and-trade secara nasional dan 

internasional  (Burtraw & Roy, 2023; Cullenward, 2014; Lejano et al., 2020; Petek, 

2025). 

Kawasan Oseania menambah bukti keberhasilan melalui New Zealand 

Emissions Trading Scheme (NZ ETS) yang mengintegrasikan sektor kehutanan, 

memotivasi penanaman hutan baru, serta konservasi hutan lama sebagai aset 



31 
 

karbon nasional. Studi Solaymani & Dunningham, (2024) memperlihatkan bahwa 

cakupan menyeluruh sektor kehutanan menghasilkan insentif ekonomi dan 

mendukung pembangunan berbasis ekosistem yang tangguh.  Studi panel 

Borghesi et al., (2023) mengindikasikan bahwa kenaikan pajak karbon sebesar 

USD 10/ton CO₂ berpotensi menurunkan emisi per kapita sebesar 1,3% pada 

jangka pendek dan 4,6% pada jangka panjang—menguatkan efektivitas instrumen 

harga karbon global. 

Analisis lintas kawasan juga menampilkan risiko, peluang, dan tantangan 

yang perlu diantisipasi. Salah satu isu kritis yang kerap muncul adalah risiko 

“greenwashing” atau pengurangan emisi semu akibat baseline kredit karbon yang 

lemah dan surveilans proyek yang tidak akurat. Dari sudut operasional, 

pengawasan dan verifikasi proyek karbon secara internasional, mitigasi risiko 

perhitungan ganda, serta penguatan sistem Monitoring, Reporting, and Verification 

(MRV) menjadi syarat dasar agar penurunan emisi termonitor secara transparan 

dan kredibel. 

Selain itu, keberhasilan skema karbon juga sangat ditentukan oleh relasi 

antara regulasi dan insentif. Jika harga karbon yang ditetapkan terlalu rendah, 

perubahan perilaku industri menjadi tidak optimal. Keselarasan antara penetapan 

harga karbon, pengembangan pasar karbon domestik yang aktif, serta persaingan 

sehat di pasar global dengan Mutual Recognition Agreement (MRA) sangat krusial 

agar unit karbon Indonesia maupun negara lain dapat diakui dengan standar 

internasional. 

Indonesia, yang memiliki potensi besar melalui mekanisme REDD+, pasar 

karbon kehutanan, dan inovasi energi terbarukan, menghadapi tantangan spesifik: 

fragmentasi kebijakan, keterbatasan kapasitas teknologi, kesenjangan sumber 

daya manusia, serta sistem MRV yang belum optimal. Analisis empiris 

merekomendasikan penataan ulang regulasi, penguatan koordinasi multipihak 

yang transparan, pengembangan infrastruktur data terintegrasi, serta 

pembangunan kapasitas kelembagaan khususnya untuk menutup celah antara 

rencana dan komitmen nasional dengan kebutuhan aksi iklim yang lebih ambisius 

sesuai rekomendasi IPCC. 

Secara reflektif, pengalaman global menegaskan bahwa keberhasilan 

skema karbon tidak hanya bergantung pada inovasi instrumen dan insentif, namun 

juga pada pondasi kelembagaan yang adaptif, integritas tata kelola publik, dan 
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komitmen bersama dalam kolaborasi regional dan internasional. Indonesia perlu 

memanfaatkan peluang kerja sama lintas negara, harmonisasi standar, dan 

mutual recognition, serta memastikan distribusi manfaat pasar karbon yang adil, 

inklusif, dan menguntungkan masyarakat lokal serta lingkungan yang sejalan 

dengan kerangka pembangunan rendah karbon dan transformasi ekonomi 

nasional ke depan. 

2.6.3 Potensi Skema Karbon dalam Dimensi Pembangunan Berkelanjutan 

Skema karbon berkembang sebagai instrumen kebijakan lingkungan yang 

strategis untuk menghadapi perubahan iklim dan kini menjadi katalis penting 

dalam percepatan pembangunan berkelanjutan. Instrumen berbasis pasar ini 

memberikan insentif finansial bagi negara dan pelaku usaha untuk mengurangi 

emisi gas rumah kaca (GRK) melalui mekanisme kompensasi dan perdagangan 

karbon. Lebih dari sekadar alat penurunan emisi, skema karbon berfungsi sebagai 

jembatan yang menghubungkan tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan: 

lingkungan, ekonomi, dan sosial. 

1. Dimensi Lingkungan: Pengurangan Emisi dan Perlindungan Ekosistem 

Skema karbon—baik berbasis daratan maupun ekosistem pesisir seperti 

blue carbon dipandang sebagai instrumen penting untuk mengurangi emisi, 

menjaga ekosistem, dan melindungi keanekaragaman hayati. Namun, 

efektivitasnya sangat ditentukan oleh kesiapan institusional: struktur kebijakan 

yang jelas, tata kelola yang kuat, kapasitas teknis yang memadai, serta 

kemampuan melibatkan multi-aktor secara inklusif. Integrasi lintas sektor, sistem 

MRV yang kredibel, dan tata kelola yang transparan menjadi prasyarat dalam 

kerangka Institutional Readiness (Van Cauwenbergh et al., 2022; van den Bergh 

& Drews, n.d.). 

Secara empiris, EU ETS dan China National ETS menurunkan emisi sekitar 

3–5% melalui adopsi teknologi rendah karbon dan efisiensi energi (Hu et al., 2025; 

Klimko & Hasprová, 2025). ETS Tiongkok, yang mencakup lebih dari 2.000 

perusahaan dan 40% emisi nasional, mendorong investasi menuju energi 

terbarukan (Zhang et al., 2022; Yu & Xu, 2023). Korea Selatan menunjukkan hasil 

serupa melalui integrasi ETS dengan kebijakan sektoral (Park & Kim, 2025). 
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Jepang, melalui pajak karbon sejak 2012, terbukti mempercepat transisi menuju 

energi bersih (Yang et al., 2025). 

Dalam konteks blue carbon, ekosistem mangrove dan lamun memiliki 

kapasitas penyerapan karbon luar biasa menyumbang sekitar 50% karbon 

tersimpan di sedimen laut meski hanya mencakup <2% area laut (Farahmand et 

al., 2025; Feng et al., 2023a). Namun, hanya sekitar 20% mangrove yang layak 

dikreditkan dan proyek blue carbon masih kurang dari 1% transaksi global (Benani 

et al., 2025). Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan 

hukum, integrasi kebijakan pesisir, dan partisipasi komunitas lokal (Ayostina et al., 

2022; Feng et al., 2023b). 

Indonesia memfokuskan skema karbon pada sektor kehutanan dan gambut 

sebagai penyerap karbon alami. Program REDD+ di Kalimantan dan Papua telah 

menghasilkan kredit karbon internasional, tetapi masih menghadapi hambatan 

berupa tumpang tindih tata ruang, lemahnya penegakan hukum, dan MRV yang 

belum optimal. Penguatan kesiapan institusi, konsistensi pelaporan, dan 

koordinasi lintas sektor menjadi syarat kunci keberhasilan jangka panjang 

(Firdausy et al., 2025; Jang & Awiati, 2023). 

Pengalaman global menunjukkan bahwa negara dengan kelembagaan yang 

adaptif dan kredibel lebih berhasil menurunkan emisi, melindungi ekosistem, dan 

mendorong inovasi teknologi dibanding negara dengan tata kelola yang 

terfragmentasi. Karena itu, penguatan institutional readiness merupakan fondasi 

bagi efektivitas skema karbon dan blue carbon di tingkat nasional dan global (Holt 

et al., 2007). 

2. Dimensi Ekonomi: Nilai Pasar dan Transformasi Sektor Energi 

Skema karbon mengubah paradigma mitigasi iklim dari beban biaya menjadi 

peluang ekonomi. Melalui harga karbon baik dalam skema cap-and-trade, pajak 

karbon, maupun pasar sukarela—arus keuangan berpindah dari aktivitas beremisi 

tinggi menuju investasi hijau. Mekanisme ini menstimulasi inovasi teknologi, 

memperkuat pasar karbon domestik dan internasional, serta menciptakan peluang 

ekonomi baru (Desmiwati et al., 2025; Mursyid et al., 2021). 

Uni Eropa dan Amerika Utara menunjukkan bahwa pendapatan dari lelang 

izin emisi dapat digunakan untuk membiayai energi terbarukan, pertanian cerdas 

iklim, dan proyek efisiensi energi, sekaligus menciptakan ratusan ribu pekerjaan 
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hijau. Di California Quebec, program cap-and-trade menghasilkan lebih dari USD 

28 miliar dalam satu dekade, mendanai ratusan ribu proyek, dan mengurangi emisi 

setara penarikan 25 juta mobil dari jalanan (Steyer, 2025; Burtraw & Roy, 2023). 

Keberhasilan ini menegaskan bahwa perdagangan karbon efektif ketika 

diintegrasikan dengan strategi pembangunan ekonomi. Negara yang mengaitkan 

skema karbon dengan agenda pertumbuhan ekonomi cenderung lebih kompetitif 

dan mampu menarik investasi hijau (Fragkos et al., 2023). 

Indonesia berada pada posisi strategis. Nilai ekonomi karbon (NEK) dan 

penjualan kredit karbon dari BUMN serta sektor swasta mulai membuka jalur 

mobilisasi investasi hijau. Tantangannya adalah memastikan transparansi pasar, 

memperkuat akuntabilitas data, dan mengalirkan manfaat fiskal ke pembangunan 

lokal. 

3. Dimensi Sosial: Pemberdayaan, Keadilan, dan Inklusi 

Potensi sosial skema karbon terletak pada kemampuannya memperkuat 

kesejahteraan masyarakat akar rumput mulai dari petani, pengelola hutan, hingga 

komunitas pesisir. Bukti empiris menunjukkan bahwa program berbasis komunitas 

seperti REDD+ dan inisiatif blue carbon mampu meningkatkan pendapatan, 

memperluas akses pasar, dan memperkuat kapasitas lokal (Kartiasih et al., 2025; 

Puspitaloka et al., 2021). 

Penelitian di Tanzania menunjukkan bahwa pendekatan social enterprise 

dalam perdagangan karbon meningkatkan pendapatan masyarakat dan 

memperkuat inklusi sosial (Matekele et al., 2025). Survei lain menunjukkan bahwa 

34,9% masyarakat menerima manfaat langsung dari penjualan karbon, dan 20,4% 

memperoleh pekerjaan dari kegiatan pengukuran karbon (Amuyou et al., 2021). 

Tinjauan FSD Africa (2025) atas 52 studi di Afrika, Asia, dan Amerika Latin 

mencatat bahwa skema karbon dapat memperbaiki kesejahteraan komunitas 

melalui pelatihan, insentif keuangan, dan lapangan kerja. 

Namun, tantangan ketimpangan akses, mekanisme benefit-sharing yang 

tidak merata, dan risiko eksklusi kelompok rentan masih sering muncul, terutama 

di daerah dengan kapasitas institusional lemah (EEA, 2021; Girsang et al., 2024; 

Quak, 2025). Karena itu, integrasi prinsip inklusi sosial, keadilan, dan perlindungan 

kelompok rentan harus menjadi komponen utama dalam desain kebijakan karbon. 
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Di Indonesia, skema REDD+ telah memberikan manfaat ekonomi melalui 

pembayaran berbasis hasil, tetapi distribusinya masih tidak merata akibat 

kapasitas kelembagaan lokal yang terbatas dan minimnya partisipasi masyarakat 

dalam perencanaan proyek. Tanpa tata kelola yang inklusif, skema karbon berisiko 

kehilangan legitimasi sosial. 

2.7    Kesimpulan 

Skema karbon baik melalui mekanisme berbasis pasar seperti Emission 

Trading System (ETS) maupun instrumen non-pasar seperti pajak karbon, result-

based payment (RBP), dan REDD+ telah berkembang menjadi salah satu 

instrumen kunci dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat global. 

Instrumen ini tidak hanya berfungsi menekan emisi gas rumah kaca (GRK), tetapi 

juga menggerakkan transformasi ekonomi, memperkuat tata kelola lingkungan, 

dan meningkatkan kesejahteraan sosial. 

Dari perspektif lingkungan, skema karbon telah menunjukkan efektivitas 

dalam menurunkan emisi, menjaga hutan, dan melindungi keanekaragaman 

hayati. Di bidang ekonomi, penetapan harga karbon dan tumbuhnya pasar karbon 

menciptakan nilai ekonomi baru, mendorong investasi di energi terbarukan, 

reforestasi, serta teknologi efisiensi energi. Pada dimensi sosial, skema ini 

membuka peluang pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja 

hijau, peningkatan pendapatan lokal, dan pendanaan program tanggung jawab 

sosial perusahaan (CSR) berbasis pendapatan karbon. 

Secara keseluruhan, skema karbon memiliki potensi transformatif yang 

besar. Potensi ini hanya dapat terwujud apabila didukung desain kebijakan yang 

jelas, kesiapan institusional yang memadai, serta sistem pemantauan dan 

verifikasi yang tepercaya. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa 

integrasi antara tujuan lingkungan, ekonomi, dan sosial mampu memperkuat 

efektivitas kebijakan karbon sekaligus memberikan manfaat yang lebih merata. 

Dengan dukungan kelembagaan yang solid dan pendekatan lintas-sektor, 

perdagangan karbon dapat menjadi pilar utama transisi menuju pembangunan 

yang lebih hijau, adil, dan berkelanjutan serta berkontribusi nyata pada upaya 

global mengatasi krisis iklim 
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